SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan  efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan perlu disusun perencanaan smart city
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta dalam
rangka mewujudkan konsep smart city di Kabupaten
Buleleng yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat
sasaran, perlu pengaturan mengenai perencanaan smart
city;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten

Buleleng Tahun 2024-2033;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6840);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buleleng.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah.

7. Masterplan adalah rencana induk pedoman
pembangunan dan pengembangan program dan
kegiatan.

8. Smart City adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber
daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk
pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan,
pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber

daya manusia yang berkualitas dengan didukung
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
Buleleng Smart City adalah Daerah yang cerdas dalam
memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara
efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan
kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima
dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
dengan didukung implementasi teknologi informasi dan
komunikasi.

Masterplan Smart City Daerah adalah dokumen
perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan
panduan pembangunan konsep masa kini dan masa
depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan,
regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan
target pembangunan menuju Buleleng Smart City.

Peta Jalan adalah sebuah  perencanaan yang
menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan
dari waktu ke waktu.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program
atau kegiatan.

Pengendalian adalah proses kontrol manajerial terhadap
Program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk
memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar,
rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya.

Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana
Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

rencana, tujuan, sasaran dan Kinerja yang hendak
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dicapai.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi

pembangunan Daerah menuju Buleleng Smart City.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan
kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan
dan penyelenggaraan Program serta kegiatan yang mendukung

pencapaian Buleleng Smart City.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Masterplan Smart City Daerah; dan

b. Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Smart City Daerah.

BAB II
MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

Pasal 5

(1) Masterplan Smart City Daerah merupakan dokumen
perencanaan dan pengelolaan Smart City yang memuat
arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan
Program Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun
2024 sampai dengan Tahun 2033 secara
berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian
visi pembangunan Daerah.

(2) Masterplan Smart City Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam

mengembangkan inovasi pembangunan Daerah guna
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mewujudkan Buleleng Smart City; dan

b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
merencanakan, menyusun anggaran serta
melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian Buleleng Smart City.

(3) Masterplan Smart City Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a. BUKU I Analisis Strategis Smart City Daerah Tahun
2024-2033;

b. BUKU II Masterplan Smart City Daerah Tahun 2024-
2033;

c. BUKU III Executive Summary Masterplan Smart City
Daerah Tahun 2024-2033; dan

d. BUKU IV Quick Win Smart City Daerah Tahun 2024-
2033.

(4) Masterplan Smart City Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam rangka mendukung sosialisasi Masterplan Smart
City Daerah ditetapkan logo Smart City Daerah yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN SMART CITY
DAERAH

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Smart City Daerah

bertujuan untuk:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
hasil rencana penerapan Buleleng Smart City;

b. konsistensi antara pelaksanaan Buleleng Smart City
dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah
dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

c. konsistensi antara pelaksanaan Buleleng Smart City
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dengan Peta Jalan tahapan pembangunan Buleleng Smart
City;

d. konsistensi antara pelaksanaan Buleleng Smart City
dengan visi dan misi Buleleng Smart City serta visi misi
Daerah; dan

e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Buleleng
Smart City dengan indikator Program pembangunan

Buleleng Smart City.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Smart City Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

a. pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan Program Masterplan Smart City Daerah;

b. pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan
Rencana Program Masterplan Smart City Daerah; dan

c. Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Masterplan

Smart City Daerah.

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan

Program Masterplan Smart City Daerah

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
Program Masterplan Smart City Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian
terhadap implementasi kebijakan dalam Masterplan Smart
City Daerah pada dokumen perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan
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kebijakan, rencana Program dan kegiatan, indikator
keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,
Indikator Kinerja output dan outcomes yang mengacu pada
Masterplan Smart City Daerah.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa
perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah

berpedoman pada Masterplan Smart City Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana

Program Masterplan Smart City Daerah

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
Program Masterplan Smart City Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian
terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah
sejalan/sesuai dengan rencana Program dan kegiatan dalam
Masterplan Smart City Daerah dan telah direncanakan dan
dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
Program Masterplan Smart City Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Indikator Kinerja
Program/kegiatan, rencana Program, kegiatan, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap
pelaksanaan  rencana  strategis dan rencana kerja
Perangkat Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin:
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a. Indikator Kinerja, rencana Program, kegiatan, serta
pendanaan indikatif Masterplan Smart City Daerah,
telah dipedomani dalam menyusun Indikator Kinerja
dan kelompok sasaran, Program, kegiatan, dana
indikatif dan prakiraan maju rencana strategis dan
rencana kerja Perangkat Daerah; dan

b. visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Smart City
Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran
rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah,
rencana program, Kkegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan

sasaran Masterplan Smart City Daerah.

Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan

Masterplan Smart City Daerah

Pasal 12

(1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap capaian hasil
pelaksanaan Masterplan Smart City Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi
rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran,
dalam upaya mewujudkan visi Buleleng Smart City.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui penilaian hasil pelaksanaan Masterplan Smart City
Daerah.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan
untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana Program dan kegiatan
Masterplan Smart City Daerah dengan capaian rencana

Program dan  kegiatan dalam rencana kerja
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pembangunan Daerah; dan

b. realisasi antara capaian rencana Program yang
direncanakan dalam Masterplan Smart City Daerah
dengan Program/kegiatan dalam rencana strategis dan
rencana kerja setiap Perangkat Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran
Masterplan Smart City Daerah dapat dicapai untuk
mewujudkan visi pembangunan Daerah secara

keseluruhan.

Pasal 13

(1) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Smart City Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh
dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City.

(2) Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Smart City Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil pengendalian dan Evaluasi Masterplan Smart
City Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Bupati.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peratuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

itd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024-2033

BUKU I
ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024-2033

KEMENTERIAN KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
REPUBL|

1K INDONES1A
T B U K U 1

ANALISIS STRATEGIS
SMART CITY

KABUPATEN BULELENG

~

Pemerintah Kabupaten
Buleleng 2023
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BUKU 1
ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

DAFTAR ISI

DAFTAR IST .ttt ettt ettt ettt et e et eat e e at e satesbeesbeenbeesbeenbeenbeenee i
DAFTAR TABEL ..ottt ettt ettt ettt et e st e e se e s e enbeenseesseenseenseasseassesnsesssenssennses iv
DAFTAR GAMBAR ... ettt ettt et ettt et e et et e e et e et e et eateemeesneeeneeeneas vi
L. PENDAHULUAN ...ttt ettt ettt ettt et e e aee s et e s bt e bt e st et e enbeenseenseenseemeeeneeenes 1
1.1. Latar BelaKang.........oo.eioiiiiiiee ettt ettt et et et enaeeen 1
1.2. Maksud dan TUJUAN ....ceeiuiieiieeiie ettt et ettt et sat e e bt e e it e e s aeeesbeeesaeeesaeeenaeeanns 2
2. ANALISIS MASA DEPAN ...ttt ettt ettt et ettt satesat e s bt e bt e bt e beenbeenteenseens 4
2.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah............cccccovviiiiciiiiiiiiiiiecee e 4
2.1.1.  Visi Pembangunan Daerah dalam RPD ..........ccccciiiiiiiiiiiii e 4
2.1.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangun Daerah pada Dimensi Smart City.............. 6
2.1.3.  Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah .............ccccceviiniinenncene. 15
2.1.4.  Analisis Daya Saing Daerah..........cccovcviiiiiiniiiiiierieeeie ettt 15
2.1.5. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang relevan dengan Kebutuhan Seluruh
Stakeholder Yan@ Ada............cccuviiieiiiieiie e et a e et e e e eab e e e tbeeeanaraes 16
2.2. Analisis Kondisi EKSternal............cocooiiiiiiiiiiieieeeee et 17
2.2.1. Analisis Tren dan Perkembangan PolitiK............c.ccccveviiiiniiiiniieniicceeciee e 17
2.2.2.  Analisis Tren dan Perkembangan EKONOMI...........ccoveviiiiiiiiiiiiiic e 19
2.2.3. Analisis Tren dan Perkembangan Sosial Budaya.............ccccevvieiiieiiiiicieciie e 20
2.2.4.  Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi.........ccccvevcvveriieniieniiieiiieniie e 21
2.2.5. Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan ............cccoeevvviieniiieniieniieciee e 22
2.2.6. Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan.............c...cccceeevveeneennen. 23
3. ANALISIS KESTAPAN DAERAH ....ooouiiiiieiee ettt 27
3.1 ANALISIS NATUIE .....eoiiiiiiiciiee ettt e et e e et e e et e e e eebeeeetaeeeetseeeessaeeensseeeennres 28
3.1.1.  Kondisi Geografi dan DemOgrafl .........cccceeeiuiiiiiriiiieiiie ettt 28
3.1.2. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan...............ccooocuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 30
3.1.3.  Sektor PerkebUnan. ..........coouiiiiiiiiiee e 32
3.1.4.  SeKtor PeriKanan ...........cecoeiiiiiiiiiiiiiiiie sttt ettt e e et e e e eata e e e ete e e eareaeeenes 33
T B T = 1 1<) s SRS PSPPI 34
3.1.6.  Aspek Lingkungan HidUp.........ccccouieeiiiiiiiiiiicie e eeeeee et eeeaeesae e essneeseaeens 34
3.2. Analisis Struktur Daerah...........cooooiiiiiiiiie e 35
KABUPATEN BULELENG [
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BUKU 1
ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

3.2.1.  Analisis Kualitas SDM Daerah...........cccoeriiiiiiiiiieiiee ettt 35
3.2.2.  Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan ..............ccccceoviiiviiiiniiiinie e 36
3.2.3. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah............ccccccoooiiiiiiiiiiiiniiie e 38
3.3. ANAliSiS INFraStIUKLUT ...cooueieiieiie e sttt et ettt e e e e 40
3.3.1. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah............ccccocvviiviiiniiinii e 40
3.3.2. Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah............ccccceeviieeriiienieenieeie e eree e 41
Sumber : Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023 .............ccccceiiiiiiiinnieeniene 42
3.3.3. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah ............ccccceeeeeiiiiiiiiiiiiniiiecciee e 42
3.4. Analisis Suprastruktur Daerah .............cceeeeiiiiiiiiiicie e 43
3.4.1. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah ............cccccceeviiiiiiiiiiiiniiiicce e 43
3.4.2. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah.............cccccvviiiiiiiiniiiiiniic e 44
3.4.3. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah .............ccoceevvvieviienieiniieie e 45
3.5. ANALISTS CULTUTE ...ttt ettt sttt st e s bt e s bt e sbeesbeenbe e 46
4. ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY ...ccuvviviiiiiiiieieenieseeeese et 48
4.1. Analisis Gap (KESENJANZAN) .........ccccveeereiireiiiieeeiiieeeieeesiteeesrireeesereeesssseeesssseeesssseessssseessnsnes 48
4.1.1. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart GOVEIRANCE. ..........c..ccvueeeveeeveeiieeecrveeeieeesreesseesseessnens 49
4.1.2.  Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Branding............c..ccccocevveveenieiniciniiisieniiieeieneenene 51
4.1.3. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart ECONOMY ..........cccoecvueeiiereieeesieeiieeeiieesieeesiee e siee e 53
4.1.4. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart LIVIIG..........cceceueeeeeereeeciieesiieesieeesseessieesseesseessseessnens 56
4.1.5. Analsis Gap (Kesenjangan) Smart SOCIELY .........cceeevueecveeevieeeiieesieesieeeteeesieessreesneesseesnneas 58
4.1.6. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart ERVIFONMENT .........ccccocceeeeeeeieeeieieiieesiee e eieeeaee e 60
4.2. ANALISIS SWOT ...ttt et e e st e et e et e sateesabeeeabeesaeeas 63
4.2.1.  Analisis SWOT Sart GOVEIRANCE..............ccoueeveeecieecieesieeecieesieesieeesaessraesraesseessseessseas 63
Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023...........ccceoeviivciiencrieniienieecree e 64
4.2.2.  Analisis SWOT Smart BrARAiNG .............cccooioiiiiiiiiiiiiii ettt 64
Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023...........ccooovvieeeiiieiiiieeeeeeveee e 65
4.2.3.  AnalisiS SWOT SHart ECONOMY ........ccoueeieiecieeeiieeiieeeeieesieeesieeesiaesseesseesssaesseesnseesseesnsens 66
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1.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kominfo No. 22/2021 tentang Rencana Strategis Kemenkominfo 2020- 2024,
Kemenkominfo menyampaikan bahwa 63 Kabupaten/kota dari 150 target terbentuknya
Kabupaten/Kota Cerdas tersebut berada kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas dan enam
kabupaten/kota berada di kawasan Ibu Kota Negara. Dengan demikian Gerakan Smart City ini
menjadi sangat penting. Di daerah, Smart City menjadi area tanggungjawab Urusan Komunikasi
dan Informatika. Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu urusan wajib yang harus
dilaksanakan oleh Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah menurut asas otonomi, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyrakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyrakat, sekaligus

meningkatkan daya saing daerah.

Smart City merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyrakat dalam
mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada
masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya. Lahirnya konsep Smart City tumbuh
seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang menyebar ke berbagai
kalangan, baik golongan tua dan muda serta kaya dan miskin. Adapun konsep Smart City ini
masyarakat semakin mudah dalam memanfaatkan pelayanan publik yang di sediakan oleh
pemerintah. Dengan kemajuan teknologi segala aspek yang sifatnya masih konvesional bisa
dipangkas melalui kecepatan teknologi secara cepat. Sebab salah satu kendala dalam pelayanan
public terutama di daerah, terkadang aparatur tingkat bawah atau biasa disebut street level
bureaucracy cenderung kurang fleksibel, tidak responsive dan cenderung kaku terhadap aturan.
Penerapan Smart City di Indonesia yang sudah berjalan saat ini dan bisa dikatakan berhasil
memberikan dampak yang baik selama 5 tahun adalah Kota Bandung dan Kota Surabaya. Dua
kota ini merupakan pionir pembangunan Smart City yang ada di Indonesia. Beragam penghargaan

didapatkan oleh kedua daerah ini sebagai percontohan konsep Smart City yang baik. Sehingga
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dalam implementasinya, Kota Surabaya dan Kota Bandung sudah memberikan kontribusi yang

baik bagi pembangunan tata ruang kota dan manajemen kota yang sustainable.

Adapun menurut Stephen Ezell (Vice President Global Innoation Policy Information Technology
and Innovation Foundation), salah satu keuntungan konsep Smart City adalah menciptakan
perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan, konsep Smart
City juga membuat e-government dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat, konsep Smart
City juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan
mobilitas masyarakatnya, menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, serta
lingkungannya juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan
air yang lebih maju. Smart City juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan

pelayanan Kesehatan

1.2.Maksud dan Tujuan

Perlu komitmen bersama dan perencanaan yang matang, menyeluruh melibatkan semua pihak dari
tingkat daerah maupun pusat, warga baik secara individu maupun komunitas, pemerintah, dan
sektor swasta harus melibatkan diri dan berperan aktif untuk membangun Smart City. Buku 1 ini
berisi Analisis Strategis Smart City Kabupaten Buleleng, Buku 1 menjadi dasar penyusunan
Master Plan Smart City Kabupaten Buleleng dan Rencana Quick Wins Smart City Kabupaten
Buleleng yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
perkembangan eksternal yang sedang berlangsung. Tujuan disusunnya Buku 1 ini adalah untuk

menyediakan:

a. Analisis Masa Depan (Outlook Analysis) berupa analisis visi dan harapan pembangunan
daerah ke depan serta analisis kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan
daerah;

b. Analisis Kesiapan Smart City (Smart City Readiness) baik dari sisi nature (alam), struktur
(sumber daya), infrastruktur, suprastruktur (kebijakan dan kelembagaan), serta culture
(sosial budaya);

c. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) antara visi masa depan dengan kondisi saat ini;
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d. Analisis Strategi Pembangunan Smart City dengan memperhatikan Strengths (kekuatan),
Weaknesses (kelemahan), Opportunities (kesempatan) dan Threats (ancaman);

e. Analisis Visi Pembangunan Smart City.

Semua analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran langsung mengenai analisis strategis

Smart City daerah Kabupaten Buleleng
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2. ANALISIS MASA DEPAN

2.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah

Visi adalah pandangan jangka panjang tentang masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi,
perusahaan, atau individu. Visi menggambarkan gambaran ideal dari tujuan-tujuan besar yang
ingin dicapai dan arah yang ingin diikuti. Visi yang baik harus menginspirasi, memotivasi, dan
menjadi landasan bagi rencana dan keputusan organisasi. Visi merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan diakhir periode perencanaan pembangunan daerah. Smart City
harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah hal ini perlu
diperhatikan untuk  mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap
tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Apabila program Smart City belum

termasuk dalam RPJD dan RPD daerah, maka daerah perlu segera menyesuaikan.

2.1.1. Visi Pembangunan Daerah dalam RPD

Analisis masa depan Kabupaten Buleleng diawali dengan melihat Visi pembangunan daerah
Kabupaten Buleleng. Visi dan misi RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 adalah visi dan misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada rakyat Buleleng. Berdasarkan
perhitungan atas potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis lain yang mungkin
mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, tantangan yang dihadapi dalam kurun
waktu 20 tahun yang akan datang, dan berpedoman pada amanat pembangunan sebagaimana
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan Visi Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”
Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya

Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Visi tersebut

bermakna
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1. Mandiri mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng
mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku.

2. Sejahtera mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang
berkualitas.

3. Berdaya Saing mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan
peranakan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah
daerah.

4. Berlandaskan Tri Hita Karana mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang
harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan
manusia dengan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022

adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif;

2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan

Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan
Pelayanan Publik.
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable
Development).
Sedangkan tema fokus pembangunan dan perumusan arah kebijakan 2023-2026 yang tertuang
dalam RPD Kabupaten Buleleng “Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing

Daerah”

KABUPATEN BULELENG 5

jdih.bulelengkab.go.id




BUKU 1
ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

2.1.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangun Daerah pada Dimensi Smart
City

Dalam kerangka pikir Smart City terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki peran yang sama

penting, terintegrasi dan memperkuat semua dimensi.

Health

Community

SMART SMART
ENVIRONMENT BRANDING

g,\g%“\

SMART
Energy (e \ 1\ \\[«: W Appearance

Bureaucracy

Gambar 1. 1 Dimensi Smart City
Sumber: Materi Bimbingan Teknis 1 Smart City 2023
Keenam dimensi tersebut adalah:

1. Smart Governance: gambaran tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar,
yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam
birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien,
komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Smart Governance harus dapat
dimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service),

birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy).
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2. Smart Branding, vaitu inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu
meningkatkan daya saing daerah dengan mengembankan tiga elemen, yaitu pariwisata,
bisnis, dan wajah kota. Smart Branding didasarkan pada pemikiran bahwa sebuah kota
tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan
potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam
maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan
pembangunan daerahnya.

3. Smart Economy, dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang
mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi
yang cepat seperti saat ini. Oleh karena itu terdapat tiga elemen dalam Smart Economy,
yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi
keuangan. Modal sosial seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling
memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa
tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses
demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

4. Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf
hidup masyarakat di dalamnya. Kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup
masyarakat di dalam suatu kota. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen,
yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi
untuk mendukung mobilitas orang dan barang.

5. Smart Society, merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur
utama sebuah kota, dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin
terjalin secara intensif dengan mediasi teknologi. Ada tiga elemen di dalam Smart Society,
yaitu komunitas warga (community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem
keamanan (security).

6. Smart Environment, yang menunjukkan adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam
pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap
pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi

warga. Elemen utama pada dimensi ini adalah perlindungan air, udara dan tanah,
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pengelolaan energi, serta sampah. Smart Environment berarti lingkungan yang bisa
memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik,
visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut undang-undang tentang
penataan ruang, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka
hijau baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari
penerapan lingkungan yang pintar. Sasaran dari Smart Environment adalah mewujudkan

tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan
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Tabel 2. 1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi Smart City

Dimensi Smart City

. e . 3 1 ~ g '§ g .§ 'g - E
No Misi Tujuan Ilv}dl.kator Sasaran Indikator sasaran S §| § s 5 S | § g
u S
e S TS| 55|45
IR IEIR IR
. . h h
1 |Mewujudkan Men}ngkatnya Umur harapan
masyarakat derajat kesehatan |, .
hidup
Buleleng yang masyarakat
unggul, kompetitif, Rata-rata lama
dan bertaqwa Meningkatnya sekolah
kepada Tuhan, kualitas Rata-rata harapan
dengan jalan pendidikan lama sekolah
membangun masyarakat Angka Partisipasi
f;l;:lzzgaya ang Terwujudnya Meningk IS e(II( Ollah ()
berkualitas g SDM upggul dan | Indeks k et embe
S, . kompetitif Pembangunan eset'araan dan | Pemberdayaan
menguasat ilmu Manusia (IPM) keadilan gender | Gender (IDG)
pengetahuan  dan (KKG)
teknologi, serta Tingkat
memiliki daya saing, Peneanggouran
melalui Meningkatnya Terlfukf%TPT)
penyelengaraan kompetensi
pendidikan dan ketenaga kerjaan
pelayanan kesehatan
yang berkualitas
untuk semua warga
masyarakat.

KABUPATEN BULELENG

jdih.bulelengkab.go.id




BUKU 1
ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

Dimensi Smart City
. . S| B S =S D N
No Misi Tujuan Indikator Sasaran Indikator sasaran | ¢ §| § g 2 S | &8
. S R = Q ~ A S =
Tujuan S5 K &3] N - | & S
“ 2 t S s |@%
JHIIEIR IR
%) %)
2 Terwujudnya PDRB dan Meningkatnya Pertumbuhan "
perekonomian PDRB Perkapita |produktivitas ekonomi
daerah yang perekonomian daerah
Mewujudkan berdaya saing daerah
masyarakat yang
mampu memenuhi Meningkatnya Indek
kebutuhan hidup, pemberdayaan Perkembangan
dengan jalan kawasan Kawasan
melaksanakan perdesaan Perdesaan
pembangunan Stabilitas harga -|Laju Inflasi
bidang ekonomi harga
untuk meningkatkan bahan pokok
pendapatan dan penting
pemerataan
pendapatan
masyarakat, Meningkatnya Persentase Menurunnya Persentase
mengurangi penanggulangan |penduduk miskin | penduduk miskin |penduduk miskin
pengangguran dan | kemiskinan dan Persentase
kemiskinan. erlindungan i nanganan PMK
5 osial & Persentase ' giizﬁlgg;?;lya penangana S
PMKS tertangani PMKS
3 | Mewujudkan Terwujudnya Persentase . Persentase
keamanan  daerah | stabilitas Penanganan, Meningkatnya Penanganan
dan masyarakat, | keamanan dan ketertiban rasa aman  dan bencana
KABUPATEN BULELENG 10

jdih.bulelengkab.go.id




BUKU 1

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

No

Misi

dengan

menyelenggarakan
pemerintahan yang
baik, memperkuat
sistem  keamanan,
meningkatkan peran

masyarakat  sipil,
mendorong
pengarusutamaan
gender, menegakkan
budaya hukum dan
politik, dan
memantapkan
pelaksanaan

otononomi daerah.

Dimensi Smart City
S| B S =S S
Tujuan Indikator Sasaran Indikator sasaran | ¢ §| § § 2 S | & §
Tujuan HEAEEEEREEE
“2@ szl g t S s |@%
S| F|f| 8| & 4
%) )
kenyamanan umumdan nyaman Persentase ,
masyarakat perlindungan masyarakat Penanganan
masyarakat pelanggaran
(Trantibum ketentraman dan
linmas) ketertiban umum
(Trantibum)
Meningkatnya Indeks reformasi | Optimal Terwujudnya
tata kelola birokrasi implementasi reformasi birokrasi
pemerintahan sistem daerah yang
yang efektif dan pemerintahan berkualitas
efisien berbasis Nilai sistem
elektronik (Smart|pemerintahan
Governance) berbasis (SPBE)
Persentase
Meningkatnya gerangkaj[ d.a-erah
kualitas layanan engan nilai indeks
ublik kepuasan
P masyarakat (IKM)
baik
Meningkatnya Nilai akuntabilitas
akuntabilitas kinerja instansi
kinerja pemerintah (AKIP)
pemerintahan daerah
Meningkatnya Indeks pengelolaan
akuntabilitas keuangan daerah
keungan
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Dimensi Smart City
80 =
s| S| 5| ¥ 8|8
No Misi Tujuan Indikator Sasaran Indikator sasaran IS S| § § 2 S | & §
Tujuan HEAEEEEREEE
“ 2 t S s |@%
JHIIEIR I
%) )
Meningkatnya Indeks merit sistem
kualitas
manajemen ASN
Meningkatnya
Meningkatnya kualitas
kualitas pengawasan
pengawasan internal yang
akuntabel
4 |Mewujudkan Terwujudnya adat | Persentase Persentase Cagar
kebudayaan  yang|dan budaya lokal | pelestarian adat budaya yang lestari
responsif terhadap | yang lestari budaya Persentase budaya
perkembangan tak benda yang
zaman dan lestari
lingkungan global, Persentase desa
melalui pelestarian, Meningkatnya adat yang lestari
pewarisan dan pelestarian  adat
pengembangan dan budaya
nilai-nilai  budaya
yang dijiwai oleh
agama Hindu,
pemantapan
kelembagaan, dan
aktivitas budaya.
5 |Mewujudkan Meningkatnya Indeks . Persentase kondisi
. . Meningkatnya . .
pembangunan yang | kualitas infrastruktur . jalan dan jembatan
g . . kualitas
berkelanjutan, infrastruktur wilayah mantap
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No

Misi

dengan
melaksanakan
pembangunan yang
seimbang antar
lapisan masyarakat,
antar sektor, dan
antar wilayah,
mempertahankan
dan meningkatkan
kemampuan
lingkungan
menopang
pembangunan,
sehingga
pembangunan dapat
memenuhi
kebutuhan
masyarakat saat ini
dengan tidak
mengurangi hak
generasi berikutnya
akan  sumberdaya
alam.

jalan

untuk

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

infrastruktur
publik

Indikator sasaran

Dimensi Smart City

Smart
Governance

Smart Branding
Smart Economy
Smart Living
Smart Society
Smart
Environemnt

Persentase
keamanan,
keselamatan,
ketertiban dan
kelancaran
lalulintas
perhubungan

Persentase
infrastruktur
pengairan yang
mantap

Persentase capaian
pelayanan air
minum

Persentase
pelayanan air
limbah

Persentase panjang
saluran drainase
dalam kondisi baik

Persentase
pengembangan
sistem
persampahan

Meningkatnya
kualitas

Meningkatnya
kualitas air

Indeks kualitas air
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lingkungan hidup Meningkatnya Indeks kualitas o
kualitas udara udara -
Indeks kualitas | Meningkatnya Indeks tutupan o
lingkungan hidup | tutupan lahan lahan -
(IKLH) Terwujudnya Persentase ketaatan o
kesesuaian pemanfaatan ruang -
peruntukan ruang

Sumber: RPD Kabupateng Buleleng 2023-2026
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2.1.3. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah

Kabupaten Buleleng berusaha mewujudkan kemudahan akses masyarakat Buleleng berharap agar
segera dibangun jalan pintas yang menghubungkan Singaraja dan Denpasar. Masyarakat berharap
pengelolaan aset-aset provinsi di Kabupaten Buleleng yang jumlahnya cukup banyak. Dengan
begitu aset aset itu bisa lebih dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, juga berharap adanya
perhatian lebih pemerintah lewat kucuran anggaran lebih besar untuk mendanai berbagai kegiatan
pembangunan di Buleleng seperti peningkatan infrastruktur jalan sekolah dan kesehatan.
Masyarakat Buleleng juga berharap agar Buleleng menjadi barometer tatakelola pemerintahan

yang baik pertama di Bali. Tabel 2.2, merupakan catatan harapan masyarakat Kabupaten Buleleng:

Tabel 2. 2 Harapan Masyarakat

Infrastruktur | Perlunya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan
masyarakat pembangunan bandara segera di realisasikan

Budaya Penguatan penggunaan bahasa Bali dalam percakapan sehari-hari
Sosial Perlunya pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
Ekonomi sosial

Lingkungan | Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari
sumbernya

Sumber: Badan Pusat Statistik Buleleng 2023
2.1.4. Analisis Daya Saing Daerah

Daya saing daerah berkaitan dengan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum, Daya Saing
Daerah dapat diukur antara lain dari tingkat daya saing industri, sumber daya alam, sumber daya
manusia, produk unggulan, efisiensi pelayanan birokrasi, efisiensi perdagangan, ketersediaan
infrastruktur, keamanan, potensi pasar, kepastian hukum, dan sebagainya. Daya saing daerah
merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi,
kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor

kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah
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dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja

Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Buleleng

Kondisi
G URUSAN/ Kinerja pada
NO INDIKATOR KINERJA pada Akhir
PEMBANGUNAN Awal Periode
DAERAH (2021) 2023 ‘ 2024 2025 2026 RPD
(2026)
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kontribusi scktor
1.1. pertanian/perkebunan terhadap 21,01 21,01 21,03 21,04 21,05 21,05
PDRB
12 Indek Perkembangan Kawasan 60.49 61.50 ‘ 62.00 63,00 64.50 6450
= Perdesaan |
Nilai Sistem Pemerintahan BC]’bﬂSiS? 230 3.10 ‘ 3.20 3.30 3.40 340
1.3. Elektronik (SPBE) : " ' : * .
Persentase Perangkat |
Daerah dengan nilai 85 90 90 20 95 95
1.4. Indeks Kepuasan |
Masyarakat (1K M) ‘
baik
Nilai Akuntabilitas Kinerja
1.5. Instansi Pemerintah 58,85 n 70,01 T 1002 70,02
{AKIP) Daerah |
) Indeks Pengelolaan
1.6. Keuangan Daerah ) i) ! & e o iy

Sumber : RPD Kab.Buleleng

2.1.5. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang relevan dengan

Kebutuhan Seluruh Stakeholder yang Ada

Kabupaten memiliki 9 kecamatan, 19 Kelurahan, dengan jumlah total 6.906 ASN dan jumlah

penduduk 825, dengan support 39 SKPD Kabupaten Buleleng yang terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2) Dinas Kesehatan

3) R

SuUubD

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

KABUPATEN BULELENG

20) Dinas Kebudayaan

21) Dinas Arsip dan Perpustakaan
22) Dinas Pariwisata

23) Dinas Pertanian

24) Sekretariat Daerah

25) Sekretariat DPRD
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6) Satuan Polisi Pamong Praja

7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8) Dinas Pemadam Kebakaran

9) Dinas Sosial

10) Dinas Tenaga Kerja

11) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

12) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

13) Dinas Lingkungan Hidup

26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

27) Badan  Pengelolaan  Keungan dan
Pendapatan Daerah

28) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

29) Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah

30) Inspektorat Daerah

31) Kecamatan Gerokgak

32) Kecamatan Seririt

14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33) Kecamatan Busungbiu
15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 34) Kecamatan Banjar
Desa 35) Kecamatan Sukasada
16) Dinas Perhubungan 36) Kecamatan Buleleng
17) Dinas Komunikasi, 37) Kecamatan Sawan
Persandian dan Statistik 38) Kecamatan Kubutambahan
18) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 39) Kecamatan Tejakula
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 40) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

2.2.Analisis Kondisi Eksternal

Informatika,

Pada bagian ini sebagaimana sudah merujuk pada misi yang telah dikonstruksikan dalam
dokumen RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026, untuk menuju program Smart City maka
identifikasi awal dapat dirumuskan terkait dengan tren perkembangan Kabupaten Buleleng. Tentu
beberapa aspek yang akan mempengaruhi kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah
kepada masyarakat atau stakeholder lainnya meliputi politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan

legal
2.2.1. Analisis Tren dan Perkembangan Politik

Seiring dengan perkembangan zaman tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta
keberhasilan gerakan emansipasi perempuan dan feminisme, sikap dan peran perempuan
khususnya, pandangan tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Studi kausalitas politik
educational menunjukan beberapa kelemahan baik dari proses maupun hasilnya, antara lain dalam
aspek metode dan media pendididkan politik itu sendiri. Dimana pola indoktrinasi dan provokasi

lebih medominasi proses pendididkan politik selama ini kalangan masyarakat. Hal ini berdampak
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pada lemahnya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang politik, yang pada akhirnya
berdampak pada rendahnya kapabilitas politik masyarakat secara umum

Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan perangkat daerah secara jelas dapat dilihat melalui keterkaitan antara
program perangkat daerah beserta indikator Kkinerja yang menjadi landasan proses
penyelenggaraan pemerintahan dengan amanah dalam RPD yang direpresentasikan dalam
permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran hingga indikator sasaran strategis di RPD. Sehingga,
dalam perumusan program perangkat daerah perlu didukung oleh RPD agar program masing-

masing perangkat daerah disusun dengan melihat tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Perkembangan politik yang ada di Kabupaten Buleleng memetakan perkembangan partai politik
yang semakin massif, dengan didasari oleh aspirasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang
membutuhkan perantara dalam menentukan kebijakan, adapun seberan anggota dewan

berdasarkan partai di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sebaran Anggota Dewan Berdasarkan Partai

Partai Politik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
PDIP 14 4 18
Golkar 7 - 7
Gerindra 4 1 5
Nasdem 3 2 5
Hanura 5 - 5
Demokrat 2 1 3

PKB 1 - 1
Perindo 1 - 1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

Jumlah anggota dewan di Kabupaten Buleleng didominasi oleh partai PDIP dalam menguasai
perlemen di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup politik Kabupaten Buleleng
ketertarikan masyarakat dalam memilih wakil rakyat dari partai PDIP cukup tinggi. Beberapa

faktor dipengaruhi dari keterwakilan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui
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partai tersebut sehingga terjadi pendapatan suara di Kabupaten Buleleng itu tinggi untuk partai
PDIP.

2.2.2. Analisis Tren dan Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang pesat
yang ada di Bali. Sebagai Kabupaten yang padat akan penduduk dan aktivitas ekonomi, Kabupaten
Buleleng kian hari kian membenahi diri agar bisa bersaing di Bali untuk menarik para wisatawan.
Kabupaten Buleleng yang memiliki luas wilayah sebanyak 27.89 Km? yang terrdiri dari sawah,
tegalan, perkebunan, pekarangan, kuburan dan lain-lain. Kabupaten Buleleng memiliki penduduk
sebanyak 82.827 jiwa. Sebagai kota yang memiliki kecenderungan penduduk yang tinggi dan
dapat melayani seluruh wilayah perencanaan serta dalam skala regional serta di dukung oleh
adanya fasilitas dan sarana prasarana. Perekonomian Kabupaten Buleleng lebih besar disektor
Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tersebar disembilan Kecamatan, yaitu Kecamatan
Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula.
Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM terbanyak, yaitu 278
UMKM.

Sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 yang menjadi
kelemahan dan kekurangan adalah sulitnya akses permodalan koperasi dan usaha kecil menengah,
rendah kualitas kelembagaan dan organisasi menajamen koperasi berimbas kepada kurang
optimalnya kinerja koperasi, pemanfaatan teknologi oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
masih kurang berdampak kepada lemahnya akses pasar, belum optimalnya identifikasi potensi
investasi kabupaten Buleleng, belum ditetapkannya regulasi terkait penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis resiko, tingkat kesadaran pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perubahan
regulasi, selain itu, kondisi ekonomi tingkat kemiskinan masyarakat tahun 2022 berada di 0.60 dab

indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0.09 :
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Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Ekonomi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buleleng

Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan
2018 0,62 0,13
2019 0,72 0,14
2020 0,53 0,08
2021 0,74 0,14
2022 0,60 0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023
Kabupaten Buleleng perlu menurunkan indeks kemiskinan dengan memprioritaskan

kualitas sumber daya manusia melalui program strategis pemerintah daerahnya.
2.2.3. Analisis Tren dan Perkembangan Sosial Budaya

Kabupaten Buleleng sebagai daerah tujuan wisata memiliki beberpa kelemahan, sehingga
wisatawan yang berkunjung relative kecil bila dibandingkan daerah yang lainnya di Provinsi Bali.
Kabupaten Buleleng memiliki potensi banyak daya Tarik wisata alam dan budaya yang dapat
dikemas ke dalam berbagai jenis paket wisata seperti wisata spiritual dan ekowisata yang sedang
disegani oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Namun masih terdapat kelemahan di
bidang pariwisata, seperti masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pariwisata dan
ekonomi kreatif pengembangan destinasi pariwisata belum optimal, masih banyaknya usaha
industri pariwisata yang belum memiliki standar usaha, belum optimalnya pemgembangan
pariwisata tematik di kawasan maupun desa wisata, kunjungan wisatawan dan lama tinggal
wisatawan masih rendah, aksesibilitas menuju destinasi pariwisata masih belum optimal,
penerapan konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya dan lingkungan belum
terintegrasi, belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam
pengelolaan destinasi wisata. Lemahnya perlindungan dan pengenalan peninggalan sejarah dan
nilai budaya kepala masyarakat, serta pengembangan terhadap kesenian lokal, lemahnya
pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat adat yang ada di setiap wilayah menjadi sumber
kelemahan perkembangan sosial budaya. Penurunan eksistensi Budaya lokal Bali mulai terlihat
dari turunnya penggunaan Bahasa Daerah Bali dalam berkomunikasi sehari-hari, lebih-lebih
terhadap penguasaan aksara Bali, pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya termasuk
nilai-nilai budaya dan cagar budaya masih sangat kurang, jika tidak dilakukan pelestarian,

Buleleng lambat laun akan kehilangan ciri khas Budaya aslinya.
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2.2.4. Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi

Kabupaten Buleleng yang memiliki 40 SKPD untuk melayani masyarakat baru terdapat 36 SKPD
yang memiliki sistem informasi, sedangkan yang lain belum. Hal ini yang perlu mendapatkan
perhatian guna memberikan layanan publik kepada masyarakat. Karena salah satu cara untuk
meningkatkan layanan publik kepada masyarakat adalah menggunakan aplikasi sistem informasi
atau sistem informasi layanan publik berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga
layanan yang diberikan tersebut dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan dan terawasi
dengan baik. Kemudian pada saat ini belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang ada di Pemkab
Buleleng, dari hasil kajian tentang Data Center Pemkab Buleleng yang telah dilakukan, ternyata
dari sejumlah sistem informasi yang telah ada saat ini terdapat beberapa saja yang terintegrasi satu
sama lain. Sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi data, dimana satu data yang sama
digunakan oleh beberapa sistem informasi. Kemudian dalam perkembangan akses sinyal pada

Kabupaten Buleleng persebaran dapat dilihat pada Gambar 3.1

Terakhir diperbarui: 07/17/2023 05:16 UTC
2 e "W =

LJ
mengumpulkan data sejak di area yang ditampilkan. o IZ&
Il

Gambar 3. 1 Peta Sebaran Sinyal di Kabupaten Buleleng

Sumber : nperf.com
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Kabupaten Buleleng terus peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka
keamanan transaksi data dan informasi publik, mengembangkan infrastruktur TIK. Persebaran
sinyal untuk mengakses internet belum merata, beberapa tempat masih sulit mengakses internet.
Pemerataan akses internet menjadi tantangan dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Buleleng,
seperti di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Busungbiu, blankspot area akan berdampak

lambatnya masyarakat mendapatkan informasi.
2.2.5. Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan

Masalah lingkungan yang di Kabupaten Buleleng adalah penanganan persoalan sampah, volume
sampah yang dihasilkan biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang/material
yang digunakan sehari-hari. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng karena
rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, masyarakat masih dirasa kurang
dalam menjaga lingkungan yang bersih. Selain itu sampah yang mengandung B3 dan limbah B3
yang dihasilkan masyarakat harus mendapat perhatian khusus. Selain memerlukan pengelolaan
sampah, jenis sampah spesifik yang potensi pencemaran lingkungannya sangat tinggi ini tidak
boleh dicampur dengan jenis sampah lainnya. Berikut Target dan capaian pengeloaan sampah di

Kabupaten Buleleng:

Tabel 3. 2 Tabel Angka Persoalan Sampah Kabupaten Buleleng

Tahu | Jumlah Pengurangan Penanganan

n Timbula Target Capaian Target Capaian
n Jakstrada Jakstrada
Sampah

2018 | 119.939.0 | 26.827.0 | 18 | 13.239.6 | 11.04 | 108.798.7 | 72 | 6.214.04 | 5.18%
0 8 % |6 2 %

2019 | 122.337.7 | 30.404.0 | 20 | 7.574.85 | 6.19% | 121.616.1 | 80 | 52.846.9 | 43.20
8 2 % 1 % |3 %

2020 | 124.791.6 | 27.454.2 | 22 | 10.397.6 | 8.33% | 93.593.00 | 75 | 53.098.8 | 42.55
6 1 % |5 % |8 %

2021 | 158.161.7 | 37.958.8 | 24 | 25.480.4 | 20.32 | 117.039.7 | 74 | 54.326.2 | 43.32
5 2 % |0 % 0 % |3 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023
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Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya untuk
menangani persoalan sampah, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian yang tiap tahun nya
meningkat. Penanganan sampah tidak hanya ditanggulangi dalam pengelolaan nya saja, akan tetapi
kesadaran masyarakat juga sangat penting karena dalam penangan sampah dibutuhkan kolaborasi
antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat untuk mengurangi intensitas sampah untuk
menjadi pengelolaan yang baik. Selain itu di Kabupaten Buleleng masih belum terselenggaranya
perancanaan lingkungan hidup yang baik karena jika mempunyai perencanaan yang baik akan

mendatangkan manfaat sebagai berikut:

1. Sarana pendukung pengambilan keputusan dalam pemanfaatan ruang

2. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru yang melalu kajian secara
sistematis dan cermat;

3. Dapat melindungi aset sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk hidup generasi
yang berkepanjangan;

4. Memfasilitasi kerjasama lintas sektor atau batas pencegahan konflik dengan berbagai
sumber daya alam;

5. Penanganan pencemaran lingkungan sebagai bentuk menjaga kelestarian alam.

2.2.6. Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Aspek dalam perkembangan produk hukum ataupun peraturan kebijakan yang dibuat kabupaten
Buleleng berfungsi untuk memberikan kepengaturan yang bertujuan untuk bagi kehidupan sosial
ekonomi masyarakat. Seluruh misi dari arah pembangunan Kabupaten Buleleng merupakan
sebuah satu kesatuan yang tentunya bertujuan untuk pengembangan kota. Peraturan Bupati
Kabupaten yang merupakan produk hukum konteksnya adalah membuat perubahan masyarakat

serta percepatan pelayanan.
a. Peraturan Perundangan-undangan

Berikut peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan mendukung

pengembangan Smart City di Indonesia:
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1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

8. Peraturan Pemerintah No0.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan
Perkotaan

9. Peraturan Pemerintah No0.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

10. Peraturan Pemerintah No0.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024

14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak.
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16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak
Anak.
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil
Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
b. Standar Nasional Indonesia
Di samping peraturan perundang-undangan, terdapat Standar Nasional Indonesia yang terkait
dengan Smart City yang merupakan adopsi dari standar International Standard Organization (1SO),
yaitu:
1. SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang
Berkelanjutan — Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup
2. SNI I1SO 37122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan — Indikator untuk

kota cerdas.

PERKOTAAN DAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN

ISO 37120
Indikator — indikator untuk layanan kota dan

kualitas hidup

ISO 37122 ISO 37123
Indikator — indikator Indikator — indikator
untuk kota cerdas ketangguhan kota

Gambar 2. 1 Hubungan antara standar 1ISO 37120 dan 37122

Sumber : Materi Bimtek 1 Smart City 2023
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Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Master Plan

Smart City di Kabupaten Buleleng tercantum dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor
100.3.3.2/263/HK/2023 tentang Dewan Smart City Kabupaten Buleleng dan Keputusan Bupati
Buleleng Nomor 100.3.3.2/264/HK/2023 Tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Buleleng,
produk hukum yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah

dan Keputusan Bupati Buleleng lainnya (Tabel 3.3) juga ikut mendukung pembangunan Smart

City Kabupaten Buleleng

Tabel 3. 3 Produk Hukum di Kabupaten Buleleng

No Produk Hukum Jumlah
1 Peraturan Daerah 130
2 Peraturan Bupati 170
3 Keputusan Sekretaris Daerah 2
4 Keputusan Bupati Buleleng 20
Jumlah 322

Sumber : https://jdih.bulelengkab.go.id
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3. ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Untuk menilai kondisi daerah saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas
daerah dalam menerapkan program-program pembangunan Smart City dilakukan melalui
penyusunan analisis kesiapan daerah . Terdapat lima aspek utama yang menjadi komponen kajian,

yaitu:

1. Nature atau komponen alamiah dari suatu daerah, yaitu sumber daya alam dan ekosistem
lingkungan hidup.

2. Struktur, atau komponen inti dari sebuah daerah, yaitu sumber daya manusia, kapasitas
keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah.

3. Infrastruktur, atau komponen sarana dan prasarana fisik daerah yang terdiri dari
infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan infrastruktur fisik lainnya.

4. Suprastruktur, atau komponen kelembagaan dan non-fisik yang terdapat di daerah seperti
lembaga sosial dan pemerintahan, regulasi dan kebijakan, dan hubungan antar-lembaga.

5. Culture, atau komponen budaya di daerah, seperti kesiapan masyarakat dan tradisi.

SMART CITY READINESS
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Gambar 3. 2 Aspek Kesiapan Smart City Daerah

Sumber: Materi Bimbingan Teknis 1 Smart City 2023
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3.1. Analisis Nature

Analisis nature merupakan sebuah kondisi dimana terdapat potensi-potensi daerah dan lingkungan
daerah untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah sumber daya. Hal ini dapat dilihat bahwa sebuah
kondisi lingkungan mempengaruhi budaya,sosial serta kebiasan masyarakat setempat. Analisis
nature dapat dikategorikan sebagai analisis untuk menunjang jangka panjang daerah dengan

melihat kondisi-kondisi tertentu

3.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi

Kabupaten Buleleng berada di belahan utara Pulau Bali, memanjang dari barat ke timur,
dengan batas-batas di sebelah barat Kabupaten Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan,
Badung, dan Bangli serta bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Buleleng (Gambar 3.3).
Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa dan Bali. Kabupaten Buleleng memiliki
luas wilayah 1.365.88 km? atau 24.25% dari luas Provinsi Bali, dengan Panjang pantai 157 Km.
secara adminitrasi Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 169
Desa Adat. Letak Kabupaten Buleleng secara geografis berada pada 8°, 03° 40 —8°23°00” LS dan
114°25°55-115°27°28”BT berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur.
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit
dan bergunung yang membentang di bagian selatan. Sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai
merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian
dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang

menganut sistem hulu (ulun) dan hilir (teben)

Kabupaten Buleleng memilik batas-batas wilayah dengan berbagai mata angin sebagai

berikut:

1. Sebelah Barat: Kabupaten Jembrana

2. Sebelah Utara: Laut Bali

3. Sebelah Timur: Kabupaten Buleleng

4. Sebelah Selatan: Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli
Kabupaten Buleleng memiliki Ibukota dengan sebutan Kota Singaraja yang mana dikenal sebagai
kota Pendidikan. Selain itu, Kabupaten Buleleng juga merupakan daerah perkebunan yang
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menghasilkan buah-buhan. Hasil perkebunan yang dihasilkan oleh Kabupaten Buleleng sering kali

dikirim keluar kota ataupun keluar pulau.

T
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Gambar 3. 3 Peta Wilayah Kabupaten Buleleng
Sumber:nPerf.com
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Wilayah Kabupaten Buleleng yang luasnya 136.588 Ha secara administrasi terbagi dalam 9

Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 563 dusun/banjar dan 63 lingkungan.

Tabel 3. 4 Pembagian Daerah Administrasi di Kab.Buleleng

No | Kecamatan Desa Kelurahan | Dusun/banjar | Lingkungan | Desa
Pakraman

1 Gerokgak 14 - 78 - 14

2 Seririt 20 1 85 5 25

3 Banjar 17 - 74 17 17

4 Busungbiu 15 - 43 - 16

5 | Sukasada 14 1 64 5 21

6 Buleleng 12 17 41 53 21

7 Sawan 14 - 69 - 18

8 Kubutambahan | 13 - 49 - 22

9 | Tejekula 10 - 60 - 15
Jumlah 129 19 563 63 169

Sumber : https://tarubali.baliprov.go.id/

Iklim Kabupaten Buleleng yang terbagi menjadi 2 musim yaitu hujan dan kemarau sama seperti
daerah lainnya punya intensitasnya tersendiri. intensitas hujan di Kabupaten Buleleng pada tahun
2022 pada bulan Febuari dan Maret intensitasnya sangat tinggi. Kabupaten Buleleng berdasarkan
klasifikasi schmidthl dan Fergusoh bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q =50,68) di Wanagiri
Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai Q=170,73-244,33) di Pemuteran
Kecamatan Gerogak dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata berkisar 26,9°C-30,4°C; kelembaban
udara rata-rata mencapai 78%-84%, curah hujan antara 1.913,6-2.812,6 mm/tahun, dan penyinaran
matahari mencapai 66-77%. Kabupaten Buleleng memiliki ilklim tropis yang dipengaruhi oleh
angin musim dan terdapat musim kemarau dan penghujan. Faktor ketinggian tempat menentukan

besarnya curah hujan. Curah hujan terendah di daerah pantai dan tertinggi di daerah pegunungan.

3.1.2. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Saat ini sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Buleleng, jika dilihat
berdasarkan data menunjukkan bahwa produk pertanian paling utama adalah pada sawah dengan
jumlah produksi pada tahun 2021 sekitar 106.660,5 ton dengan luas panen seluas 19.014,07 Ha.

Semakin langkanya lahan pertanian menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan lahan,
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sehingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lahan secara optimal, terarah dan berkelanjutan
dengan memperhatikan berbagai kebutuhan. Upaya peningkatan produktivitas pada dengan
mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersisa dapat dilakukan dengan lebih efisien bila
dilaskanakan pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan yang dengan kondisi fisik yang sangat

mendukung dan juga penggunaan teknologi tepat guna.

Potensi Lahan Kabupaten Buleleng
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Gambar 3. 4 Potensi Lahan Kabupaten Buleleng
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

Sektor pertanian merupakan satu aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi andalan
hal ini terdapat di Kabupaten Buleleng. Tentu dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi bidang
pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng masih tetap mendominasi
dibandingkan sektor ekonomi yang lainnya. Jika kita lihat sektor unggulan adalaha sektor yang
dapat dikembangkan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah. Sektor unggulan terbentuk dari pengembangan produksi terutama dalam bidang pertanian
yang mana hal itu sangat baik di Kabupaten Buleleng. Sektor unggulan juga tidak hanya mampu
memenuhi permintaan dari dalam daerah akan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan luar
daerah, mengapa dikatakan sebagai sektor unggulan dalam bidang pertanian sebab sektor unggulan
ini memiliki keunggulan baik secara maupun secara kompetitif. Berikut Luas Panen, produktivitas,
Produksi Padi dan Setara Beras di Kabupaten Buleleng sebagai sektor ekonomi unggulan yang

menjadi fokus dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
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3.1.3. Sektor Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran penting dalam
pembangunan nasional. Dalam undang-undang dasar nomor 18, 2004 (pasal 4) tentang perkebunan
subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan hal
ini Kabupaten Buleleng yang mempunyai 9 kecamatan memiliki potensi subsektor perkebunan.
Kabupaten Buleleng memiliki wilayah pengembangan tanaman perkebunan rakyat (monokultur)
yang cukup luas, adapun jumlah produksi komoditas perkebunan tahun 2021 mencapai 22.801
Ton. Komoditas yang diusahakan cukup beragam sesuai daerah adaptasi masing-masing jenis
tanaman yaitu kopi robusta, cengkeh, vanili dan kakao di dataran sedang sedangkan kopi arabika

di dataran tinggi dan kelapa dalam, tembakau Virginia serta jambu mete di dataran rendah.

Tabel 3. 5 Potensi Luas Perkebunan subsektor Perkebunan Rakyat Buleleng 2021

No | Komoditi Luas Lahan | Produksi
(Hektar)

1 Kopi Robusta 9.743,48 5.379,38

2 Kopi Arabika 1.938,45 1.114,49

3 Cengkeh 7.763,82 2.288,19

4 Kapok 234 35,57

5 Kakao 1.069,33 547,36

6 Tembakau Virginia 364,00 55,00

7 Tembakau Rajangan 50 70

8 Jambu Mete 1.444,25 494,61

9 Kelapa Dalam 8.339,54 9.482,39

10 | Kelapa Genjah 188,03 97,41

11 | Aren 93 30,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

Jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura, pasar komoditi perkebunan relatif lebih terbuka
dan memiliki harga yang relatif stabil. Khusus untuk kopi arabika, petani kopi Kabupaten Buleleng
sudah mampu menghasilkan biji kopi organik dan mendapatkan sertifikat rainforest. Namun
pengembangan budidaya tanaman perkebunan masih menjadi tantangan karena perubahan iklim.
Tantangan lainnya adalah belum adanya kepastian pasar dan fluktuasi harga seperti harga buah

buahan yang selalu berubah.
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3.1.4. Sektor Perikanan

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah pesisir yang sangat potensial untuk dapat dioptimalkan
pemanfaatannya, sehingga hasil perikanan yang ada di laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor perikanan yang merupakan bagian dari sektor pertanian
juga memberi kontribusi penting Kabupaten Buleleng. Kajian strategis pada sektor kelautan dan
perikanan adalah pengembangan teknologi di bidang perikanan tangkap, di bidang perikanan
budidaya, sistem pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri,
sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan lain. Sektor kelautan dan
perikanan perlu menjadi perhatian yang sangat penting sebab sumberdaya yang dimiliki oleh

Kabupaten Buleleng sangat potensial dengan Panjang garis pantai 157,05 km.

Pembangunan sektor pertanian dewasa ini diarahkan untuk menuju pertanian yang efisien dan
tangguh, mengingat kebutuhan hasil-hasil pertanian yang terus meningkat sejalan dengan
meningkatnya jumlah penduduk. Pertanian lahan kering merupakan kegiatan budidaya yang
banyak mengalami hambatan. Salah satu faktor penghambatnya adalah terbatasnya air
keberhasilan peningkatan produksi tanaman hortikultura di Indonesia tidak terlepas dari peran
irigasi yang merupakan salah satu faktor produksi penting. Usaha untuk mencapai target produksi
disatu sisi, dan teknologi tepat dan murah disisi lain telah mendorong penggunaan air secara
berlebihan tanpa mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia Teknologi
di bidang irigasi merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan produksi
pertanian, khususnya pada pertanian lahan kering. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan
dan kemajuan di bidang irigasi teknologi irigasi yang umum dilakukan oleh petani perlu

disempurnakan berdasarkan penelitian dan pengkajian yang terbaru.

Irigasi tetes  merupakan salah satu teknologi mutakhir dalam bidang irigasi yang telah
berkembang hampir di seluruh dunia. Pada hakekatnya teknologi ini sangat cocok diterapkan pada
kondisi lahan kering berpasir, air yang sangat terbatas, iklim yang kering dan komoditas yang
diusahakan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi
ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya diperlukan investasi yang cukup besar pada
tahap awal, pemeliharaan jaringan irigasi yang sangat intensif serta hambatan-hambatan lain

seperti penyumbatan (clogging) pada lubang-lubang tetes (emitter).
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3.1.5. Energi

Kapasitas Listrik yang terpasang adalah total kapasitas dari seluruh mesin pembangkit listrik yang
dioperasikan, listrik yang dibangkitkan adalah jumlah listrik yang dibangkitkan oleh seluruh mesin
pembangkit listrik dan di nyatakan dalam satuan dasar Watt hours. Jumlah lisrik/gas/ air bersih
yang terjual adalah banyaknya listrik/gas/air bersih yang di salurkan kepada para pelanggan.
Tabel 3.6 menunjukan peningkatan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Buleleng terus

meningkat.

Tabel 3. 6 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2018-2022

No Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022
1 Garogak 24584 23569 30493 - -
2 Seririt 31936 28721 27454 - -
3 Busungbiu 12311 10981 14930 - -
4 Banjar 19222 22670 23624 - -
5 Sukasada 22372 21618 28407 - -
6 Buleleng 46346 67873 57651 - -
7 Sawan 17571 23000 21756 - -
8 Kubutambahan 16102 16606 18654 - -
9 Tejakula 16121 18601 19954 - -

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2023

3.1.6. Aspek Lingkungan Hidup

Kajian lingkungan hidup dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana
dan program. Telaah terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan
rencana strategis Kabupaten Buleleng. Selain itu menyediakan data tentang kajian layanan/jasa
ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingakat kerentanan dan
kapisitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim. Kemudian memberikan evaluasi terhadap
kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai

dengan kajian.
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Kabupaten Buleleng akan menciptakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan

masyarakat akibat degradasi lingkungan data diminimalkan.

3.2.Analisis Struktur Daerah

Analisis struktur daerah merupakan gambaran dimana kondisi mempunya sumber daya yang
tersedia. Analisis ini berkaitan erat dengan kualitas daerah yang mampu memelihara dan merawat
untuk mendukung program Smart City daerah yaitu Kabupaten Buleleng. Untuk lebih detail dapat
dilihat sebagai uraian tabel berikut.

3.2.1. Analisis Kualitas SDM Daerah

Analisis kualitas sumber daya daerah merupakan tolak ukur dari kualitas manusia yang dimiliki
oleh setiap daerah. Hal ini Kabupaten Buleleng memiliki sebuah potensi-potensi sumber daya
manusia yang bisa diberdayakan untuk kemajuan daerah dalam program Smart City. Kecakapan
yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda maka pemerintah harus bisa memetakan mana

prioritas sumber daya manusia unggulan dan mana sumber daya manusia yang perlu peningkatan

kapasitas.
Tabel 3. 7 Analisis Kualitas SDM Daerah
Nilai/ Interpretasi
No Komponen el
onaisl | Bajk | Sedang | Kurang
1 | Jumlah komunitas minat bakat/ hobi/ kreatif di daerah Baik (v]
2 | Adanya komunitas pengembang/ developer perangkat Baik ()
lunak TIK di daerah
3 | Adanya digital startup di daerah Baik (v]
4 | Adanya perguruan tinggi di daerah Baik ()
5 | Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari Baik (v)
pemerintah daerah
6 | Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam 30% (v]
satu tahun
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Nilai/ Interpretasi
No Komponen Kondisi
el Sedang | Kurang
7 | Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun 0
8 | Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu 0 ()
tahun
9 | Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga 0 (V]
dalam satu tahun

Sumber : Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng

Buleleng Creative Movement, Melor Bali dan Komunitas Kreatiitas Tanpa Batas, menjadi wadah
bagi komunitas kreatif di Kabupaten Buleleng, bahkan Kabupaten Buleleng menyebut dirinya
sebagai Kabupaten Kreatif. Dari segi jumlah pengembang perangkat lunak tidak diketahui berapa
jumlah pengembang perangkat lunak di Kabupaten Buleleng, namun cukup banyak iklan yang
mencantumkan pembuatan jasa website berlokasi di Kabupaten Buleleng. Terdapat Sekolah
Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Sekolah Tinggi IImu Kesehatan
Buleleng (STIKes Buleleng), hal ini pun menunjukan adanya siswa yang menerima beasiswa
untuk melanjutkan dan meneruskan pendidikannya. Jumlah pelanggaran ketertiban umum,
pengrusakan fasilitas umum dan kegiatan tawuran masih berada dalam kondiri yang baik sehingga
menunjukan Kabupaten Buleleng siap menjadi kabupaten pintar.

3.2.2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Analisis kualitas sumber daya pemerintah merupakan sebuah ukuran untuk bisa mengetahui
kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah
kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara bisa menunjang pelayanan masyarakat. Tidak
hanya dari aparatur sipil negara saja akan tetapi semua sumber daya manusia yang bergerak di
sektor pemerintah juga harus menunjang layanan masyarakat. Dengan ada nya penerapan program
Smart City ini, para sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng harapan bisa memenubhi
dan mengimplementasi apa yang sudah dirumuskan. Keberhasilan Smart City dapat diukur dari
sumber daya yang menjalankan memahami dan mengerti apa program prioritas pemerintah daerag

dalam Smart City.
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Tabel 3. 8 Analisis Kualitas SDM Pemerintahan

Interpretasi
No Komponen Nilai/Kondisi
Baik | Sedang | Kurang
1 | Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 52 % ()
ke atas
2 | Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan 52 &
lImu Komputer/Teknik Informatika
3 | Jumlah relawan TIK di daerah - v
4 | Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) 70% &
terhadap jumlah pegawai
5 | Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas 36,6 % (v’
terhadap jumlah pegawai
6 | Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap 22,9 % &
jumlah pegawai
7 | Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap 40,5 % &
jumlah pegawai
8 | Jumlah sistem informasi yang digunakan di 98 (V)
pemerintah daerah
9 | Persentase ketersediaan jaringan broadband access 100% (V]
terhadap jumlah kantor pemerintahan
10 | Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di 100% (/]
kantor pemerintahan
11 | Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di Tersedia (v’
kawasan perkantoran pemerintahan
12 | Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri Tersedia (/]
maupun manage service) untuk kepentingan
pemerintahan
13 | Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana Tersedia (v
terhadap data pemerintahan
14 | Ketersediaan sistem informasi  perencanaan Tersedia | @
pembangunan daerah yang interoperable
15 | Ketersediaan sistem informasi  pengelolaan Tersedia (v
keuangan daerah yang interoperable
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Interpretasi

No Komponen Nilai/Kondisi
Baik | Sedang | Kurang

16 | Ketersediaan sistem informasi kantor virtual Tersedia &
pemerintah daerah yang interoperable

17 | Ketersediaan sistem informasi monitoring dan Tersedia | &
evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel

18 | Ketersediaan sistem informasi  pengelolaan Tersedia (]
kepegawaian daerah yang interoperabel

19 | Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi Tersedia (]
daerah yang interoperabel

20 | Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik Tersedia (/]
yang interoperable

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya pemerintah pada Kabupaten
Buleleng masih memiliki beberapa kekurangan dalam mengelola sumber daya yang ada. Adapun
jumlah relawan TIK di daerah masih belum dimaksimalkan oleh Kabupaten Buleleng untuk
mendukung kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Selain itu, jumlah sistem
informasi yang disediakan oleh pemerintah Buleleng juga masih terdapat kekurangan. Dalam hal
ini, belum terintegrasinya sistem informasi yang disediakan membuat informasi yang diterima oleh
masyarakat menjadi tidak maksimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang up

to date ketika ingin membutuhkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah.

3.2.3. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis kapasitas keuangan daerah merupakan sebuah faktor yang sangat penting. Hal ini
dikarenakan bahwa daerah bisa mengalokasi keuangan nya untuk implementasi program Smart
City sesuai dengan porsi nya. Tanpa mengesampingkan kepentingan yang sudah dirumuskan oleh
kepala daerah, kepasitas keuangan daerah memiliki peran penting untuk bisa melakukan roda
kebijakan dan program. Smart City yang sudah dirumuskan oleh Kabupaten Buleleng memerlukan
sumber daya anggaran yang cukup besar. Maka dari itu, sektor keuangan menjadi penunjang yang

sangat penting untuk keberhasilan program
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Tabel 3. 9 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

o . - Interpretasi
No. Komponen Nilai/ Kondisi Tl || i | o

1 | Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah | 21,86% (v
terhadap Total Pendapatan Daerah

2 | Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 55.925.791.785,76 | &
(SILPA) Tahun Lalu (2021)

3 | Persentase Belanja Pegawai terhadap Total 41,41 (v’
Belanja Daerah (2021)

4 | Persentase Belanja Infrastruktur terhadap | 20,43 (v
Total Belanja Daerah

5 | Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City | Baik (v)
yang dapat dialokasikan di dalam APBD
Tahun 2022

6 | Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City | Baik (/]
yang dapat dialokasikan di dalam APBD
Tahun 2022

7 | Jumlah program pembangunan untuk | Baik (v’
mendukung Smart City di daerah

8 | Nilai investasi masuk yang mendukung | Baik (v)
pembangunan daerah

9 | Jumlah sumber-sumber pendanaan | Baik (v’

pembangunan alternatif yang dapat digunakan
untuk mendukung Smart City

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Buleleng cukup baik,

hal ini dapat dilihat dari SILPA yang cukup besar dan mencapai target dengan yang direncanakan.

Kabupaten Buleleng yang mengandalkan pariwisata dan kearifan lokal mampu memberikan

kontribusi untuk pendapatan asli daerah sehingga dalam pembangunan infrastruktur cukup

berjalan dengan baik.

KABUPATEN BULELENG

39

jdih.bulelengkab.go.id




BUKU 1
ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

3.3.Analisis Infrastruktur

Analisis infrastuktur merupakan sebuah analisis yang dapat mengetahui sejauh mana
perkembangan sebuah daerah dalam menunjang pelayanan masyarakat. Infrastruktur menjadi
kunci utama untuk jalan moda pelayanan karena terdapat aspek-aspek percepatan dari segi sosial,

ekonomi dan budaya.

3.3.1. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur fisik daerah merupakan sebuah gambaran dimana kondisi yang
sebenarnya pada daerah tersebut. Kabupaten Buleleng jika dilihat dari infratsruktur masih terdapat
beberapa kekurangan untuk bisa menunjang kebutuhan masyarakat. Infrastruktur fisik daerah
sangat lah penting sebagai tanda bahwa daerah tersebut mampu membangun daerah nya sendiri.
Melalui Smart City ini terdapat peta infrastruktur yang menjadi fokus utama untuk pembangunan
selanjutnya yang mana hal tersebut sebagai penunjangan layanan masyarakat. Program Smart City
bisa memberikan sebuah gambaran secara rinci untuk pembangunan infrastruktur fisik daerah

sebab dapat mengetahui potensi kelemahan yang ada.

Tabel 3. 10. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Nilai/ Interpretasi
No Komponen Kondisi
ondist 1 gajk | Sedang | Kurang
1 | Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik Baik &
2 | Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per Baik (v
panjang jalan beraspal
3 | Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik 83% &
4 | Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik 83%
5 | Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis Baik (v
6 | Adanya kawasan perbelanjaan untuk  kegiatan Baik
perdagangan masyarakat
7 | Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi 85% (V]
baik
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Nilai/ Interpretasi
No Komponen corat
Onaist 1 gaik Sedang | Kurang
8 | Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam 89,5% (V)
kondisi baik

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik daerah memberikan
wujudnya nyata pembangunan di Kabupaten Buleleng, jika dilihat persentase tabel diatas bahwa
pembangunan yang berupaa fisik sesuai dengan target apa yang direncanakan. Pemulihan dan
percepatan infrastruktur pada Kabupaten Buleleng sangatlah penting untuk menunjang roda
perekonomian masyarakat serta penunjangn aktivitas masyarakat. Selain itu, infrastruktur di
Kabupaten Buleleng mempunya prioritas-prioritas tertentu dalam percepatan pembangunan karena
melihat sebagaimana kebutuhan masyarakat yang membutuhkan akses infrastruktur.

3.3.2. Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan
daerah dalam melaksanakan program Smart City, mengingat di dalam konsep Smart City,
teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari Smart
City.

Tabel 3. 11 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Nilai/ Interpretasi
No Komponen Kondisi
ondist | Bajk | Sedang | Kurang
1 | Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G Sedang (v
2 | Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat Sedang (v
3 | Jumlah lokasi wireless untuk publik Sedang
4 | Persentase rumah tangga yang terlayani listrik Baik
5 | Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam (]
jam) Baik
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Nilai/ Interpretasi
No Komponen Kondisi
ondist | Bajk | Sedang | Kurang
6 | Jumlah sekolah yang memiliki akses internet Baik (v’
7 | Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan (v’
elektronik/online Baik

Sumber : Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa infrastruktur digital daerah di Kabupaten Buleleng masih
memiliki beberapa kekurangan dan perlu adanya peningkatan infrastruktur digital daerah, antara
lain jumlah persentase denagn jaringan 4G atau 3G, tersedianya jaringan broadband access untuk
masyarakat, jumlah lokasi wireless untuk publik. Dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa perlu
adanya peningkatan infrastruktur dalam mendukung kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat
dapat terpenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan akses sinyal telekomunikasi dan hak atas dasar

lainnya. Sebab dasar dari Smart City adalah pemanfaatan teknologi dengan baik dan efektif

3.3.3. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial pada Kabupaten Buleleng terdapat prioritas utama
pembangunan. Melalui Smart City dapat mengetahui dimana potensi-potensi kelemahan yang
menjadi fokus utama untuk peningkatan infrastruktur sosial daerah. Maka, terdapat sarana dan
prasarana yang menjadi perhatian penting untuk daerah sebagai perwujudan kota yang
berkemajuan dalam penerapan Smart City

Tabel 3. 12. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Interpretasi
No Komponen Nilai/ Kondisi
Baik | Sedang | Kurang

1 | Adanya pusat kegiatan belajar 1 Desa 1 PAUD, 1 Desa (v

masyarakat di tingkat | memiliki lebih dari 1 SD radius

kelurahan/desa 2km terdapat 1 SMP
2 | Adanya Ruang Terbuka Publik di (v

tingkat RW Baik
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Interpretasi
No Komponen Nilai/ Kondisi
Baik | Sedang | Kurang

3 | Adanya aula/balai warga di (v’

tingkat kelurahan/desa 148 buah
4 |Jumlah fasilitas olahraga di | Program fasilitas olahraga per | €

tingkat kelurahan/desa 10ribu penduduk
5 | Ketersediaan perpustakaan umum (v

yang dikelola oleh pemerintah

daerah 1 dinas perpus daerah

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat infrastruktur sosial daerah Kabupaten Buleleng
ketersediaan dan persentase ruang pendidikan untuk warga masyarakat Kabupaten Buleleng perlu
adanya pemulihan kembali untuk menciptakan kecerdasan kehidupan bangsa. Dalam mendukung
Smart City harus mengedepankan sumber daya manusia yang unggul dalam pengetahuan. Maka
dari itu ruang dalam mengakses pengetahuan harus dibuka secara luas dan terbuka sehingga

masyarakat dapat mengakses pendidikan secara adil dan bersama

3.4.Analisis Suprastruktur Daerah

Analisis suprastruktur daerah merupakan aspek-aspek daerah yang keterlibatan dalam penentuan
kebijakan dan peraturan daerah dalam mewujudkan kemajuan sebuah daerah. Tergambarkan
bahwa suprastruktur daerah yang memiliki potensi dan kewenangan agar mampu bisa
memanfaatkan dengan baik sehingga keberhasilan rumusan kebijakan dan program dapat efisien
dan efektif. Melalui Smart City, program yang sudah dicanangkan sebagaimana sesuai dengan

pedomana RPD Kabupaten Buleleng mampu memberikan jalan keluar dalam permasalahan daerah

3.4.1. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Analisis kesiapan kebijakan daerah adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan Smart
City di Kabupaten Buleleng sebagai penentu arah pembangunan yang sudah dirumuskan dalam
RPD. Melalui hal ini sinkronisasi kebijakan dengan Smart City harus selaras sehingga dapat

terimplementasi dengan baik.
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Tabel 3. 13 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

- - Interpretasi
No Komponen Nilai/ Kondisi :
Baik | Sedang | Kurang
1 | Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan SK Bupati (v
Smart City Daerah tentang Dewan
Smart City
2 | Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim | SK Bupati (v
Pelaksana Smart City Daerah tentang Dewan
Smart City
3 | Adanya masterplan Smart City daerah Baik (]
4 | Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan | Baik (/]

Smart City Daerah

5 | Adanya visi pembangunan Smart City yang Baik (v
selaras dengan visi misi pembangunan daerah

6 | Adanya kepastian terhadap keberlanjutan Baik (/]
program Smart City dalam jangka panjang

(<)

7 | Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi Baik
Kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang
berprestasi dalam melaksanakan program
Smart City

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kesiapan Buleleng dalam menerapkan konsep Smart City
sudah siap secara infrastruktur kebijakan, berdasarkan kompenen yang sudah terpenuhi mulai dari
adanya Tim Smart City, visi misi Smart City dan juga program yang dirumuskan dalam
pengembangan Smart City diharapkan mampu membuat Buleleng dapat mewujudkan kota yang

mandiri dan cerdas dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah berbasis kearifan lokal

3.4.2. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Analisis kesiapan kelembagaan daerah merupakan sebuah kebijakan untuk menentukan sumber

daya yang menjalan program Smart City. Terdapat pembagian kerja dalam menjalan program
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Smart City yang pembagian tersebut sudah diatur sesuai dengan kebutuhan daerah. Sumber daya

yang menjalankan tersebut sebagaimana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah

Tabel 3. 14. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Pelaksana Smart City di setiap OPD

Nilai/ Interpretasi
No Komponen e
ondist | gaik | Sedang | Kurang
1 | Adanya Dewan Smart City Daerah Baik (v
2 | Adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah Baik ()
3 | Adanya SOP Smart City daerah Sedang (v
4 | Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Baik (v

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang harus di

optimalkan dan peningkatan kualitas dalam segi Standart Opersional Prosedur (SOP) untuk

pelaksanaan Smart City, peningkatan komponen tersebut dapat menjadi fokus perhatian

Kabupaten Buleleng dalam melakukan akselerasi percepatan konsep Smart City. Aspek

kelembagaan daerah sangat penting sebab dari hal ini terdapat tupoksi-tupoksi para perangkat

daerah dalam menerapkan konsep Smart City.

3.4.3. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan Smart City karena di dalam sebuah Smart City,

aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan

salah satu inti dari Smart City.
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Tabel 3. 15 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No Komponen Nilai/ Interpretasi
Kondisi :
Baik | Sedang | Kurang

1 | Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan Baik (v

tinggi di daerah
2 | Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung Baik &

Smart City
3 | Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung Smart City Baik (v’
4 | Dukungan operasional pemerintah terhadap forum Baik &

pendukung Smart City

";g-l_)-}

5 | Jumlah forum pendukung Smart City yang memiliki Baik
sekretariat definitif

L&

6 | Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal Baik
dalam Dewan Smart City Daerah

Sumber: Kertas Kerja Bimbingan Teknis 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel diatas bahwa terdapat komponen-kompenen yang sudah masuk dalam tabel
organisasi masyarakat. Jika dilihat bahwa kesiapan organisasi masyarakat dalam menunjang
pengembangan Smart City sudah berjalan cukup baik. Dukungan dari masyarakat yang cakap akan
perkembangan teknologi berbasis Smart City tentunya memberikan dampak yang positif bagi
perkembangan daerah sehingga nantinya dapat berkontribusi aktif dan berkelanjutan dalam

penerapan konsep Smart City.

3.5.Analisis Culture

Sebanyak tiga tradisi warga Kabupaten Buleleng, Bali ditetapkan menjadi warisan budaya tak
benda (WBTB) nasional olenh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui
tim ahli WBTB, tiga produk kebudayaan tersebut adalah keterampilan dan kemahiran kerajinan
tradisional lukisan kaca Desa Nagasepaha, tradisi dan ekspresi lisan Megoak-goakan Desa Panji
serta adat istiadat Masyarakat Ngusaba Bukakak, Desa Giri Emas. Selain itu Kabupaten Buleleng
gencar menjalanankan community based tourism, komunitas melakukan pergerakan yang sangat

kuat untuk memajukan kebudayaan dan pariwisata. Pemerintah tidak bisa melakukan
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pembangunan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Masyarakat Kabupaten Buleleng tidak
berhenti melakukan kegiatan kesenian dan pelestarian budaya karena tidak terlepaskan dari
kegaiatan keagamaan salah satu contoh kegiatan tersebut adalah parade budaya suguhan yang

khas, menarik, dan unik yang menampilkan kreativitas masyarakat Buleleng.

Tradisi Sampi Gerumbungan, megoak-goakan, Ngusaba bukakak, Gebug Ende, Nyakan Diwang
merupakan tradisi yang dilestarikan di Kabupaten Buleleng. Komponen di desa ikut bersama-
sama merancang program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan titik
berat pada usaha ekonomi produktif melalui gerakan keswadayaan dan ke gotong royongan
masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, guna mewujudkan masyarakat
Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana menjadikan

Kabupaten siap menjadi Kabupaten pintar (Smart City)
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4. ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

4.1. Analisis Gap (Kesenjangan)

Analisis gap/kesenjangan dengan memuat identifikasi banyak faktor-faktor penghambat yang saat
ini terjadi dalam kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Tentu dalam hal ini, analisis
kesenjangan yang terjadi di masyarakat ataupun di lingkung pemerintahan terhadap layanan

masyarakat dapat diidentifikasikan berdasarkan yang dicakup dalam dimensi Smart City.

Analisis GAP dan strategi pembangunan Smart City di Kabupaten Buleleng melihat dari sisi
kondisi saat ini dan tren masa depan yang akan dilakukan nantinya. Dari melihat kondisi dan tren
masa depan dapat dipetakan menjadi program prioritas dalam pembangunan Smart City sehingga
menjadikan sebuah solusi dari permasalahan yang sudah di identifikasi. Mengenai tabel analisis

gap dan strategi pembangunan Smart City disajikan sebagai berikut:
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Tabel Analisis Kesenjangan (Gap) Kabupaten Buleleng merupakan pemetaan sebuah kondisi saat ini dan kondisi masa yang akan datang. Dari hal

tersebut terdapat perbedaan yang manjadi dasar pengembangan untuk lebih meningkatkan prioritas-priotas layanan daerah. Untuk lebih detail dapat

dilihat dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Governance

Analisis Gap (Kesenjangan) pada Smart Governance ini merupakan rangkuman kondisi sekarang dan rangkuman tren masa depan yang nanti akan

mewujudkan cita-cita ataupun harapan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Analisis Gap dapat mengetahui dimana potensi-potensi

layanan yang dapat dikembangkan sehigga dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang berbasis solusi.

Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan (Gap) Smart Governance

Dimensi

Rangkuman Kondisi Saat Ini

Rangkuman Tren Masa Depan

Identifikasi Gap/Kesenjangan

Smart Governance

Pelayanan publik belum terpusat
pada satu tempat sehingga belum
memberikan  kemudahan bagi

masyarakat

Terwujudnya Mall Pelayanan

Publik di Kabupaten Buleleng

Perlu adanya model pelayanan publik

yang terintegrasi
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Dimensi

Rangkuman Kondisi Saat Ini

Rangkuman Tren Masa Depan

Identifikasi Gap/Kesenjangan

Banyaknya aplikasi yang
digunakan oleh masing-masing
perangkat daerah, namun aplikasi

tersebut belum terintegrasi

Penerapan satu aplikasi yang
berbasis satu data sehingga
pelayanan publik semakin mudah,
cepat, alur pelayanan jelas dan
tidak berbelit-belit, serta produk

layanan lebih mudah diakses

Perlu ada satu aplikasi yang saling

terintegrasi

Layanan administrasi
kependudukan terbatas pada jam

kerja kantor dan kuota pengajuan

Terselenggaranya layanan
administrasi kependudukan secara
online, bisa diakses 24 jam dan

tidak dibatasi kuota pengajuan

Masyarakat ~ belum  sepenuhnya
menguasai/memantfaattkan teknologi

dalam mengakses layanan tersebut

Belum maksimalnya pengetahuan

masyarakat terkait produk hukum

Penyebarluasan produk hukum

daerah melalui JDIH

Belum maksimalnya pengetahuan
masyarakat untuk mengakses produk

hukum secara transparan
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Dimensi Rangkuman Kondisi Saat Ini | Rangkuman Tren Masa Depan Identifikasi Gap/Kesenjangan

Proses pelayanan hukum belum | Digitalisasi pelayanan produk | Perlu adanya aplikasi penunjang
efektif dan efisien hukum daerah terkait pelayanan produk hukum

daerah

Sumber : Bimbingan Teknis 1 Smart City Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisis gap (kesenjangan) Smart Governance difokuskan kepada peningkatan terkait dengan tata kelola mall pelayanan publik, aplikasi yang
dapat terintegrasi kepada seluruh layanan, edukasi kepada masyarakat Buleleng dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan public,
perlu ada optimalisasi pemahaman kepada masyarakat atas produk hukum yang sudah di buat oleh Kabupaten Buleleng dan harus adanya wadah

ataupun sebuah aplikasi yang bisa menampung produk-produk hukum yang terintegrasi sehingga bisa di akses kepada seluruh lapisan masyarakat

4.1.2. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Branding

Analisis Gap (Kesenjangan) pada Smart Branding merupakan gambara sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng, untuk saat ini sudah ada
kesenjangan dimana terlihat bahwa rangkuman kondisi saat ini dan nantinya akan diharapkan menjadi sebuah tren rangkuman masa depan.
Perwujudan tersebut dapat dilakukan ketika menemukan gap (kesenjangan) sehingga terdapat prioritas-pioritas kelemahan yang nanti nya akan
menjadi titik fokus utama pengembangan.

KABUPATEN BULELENG 51

jdih.bulelengkab.go.id




BUKU 1

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

Tabel 4. 2 Analsis Gap (Kesenjangan) Smart Branding

Dimensi Rangkuman Kondisi Saat Ini | Rangkuman Tren Masa Depan Identifikasi Gap/Kesenjangan
Pengembangan ekonomi kreatif | Menumbuhkan wira usaha muda | Pelaku wirausaha muda yang berbasis
melalui penumbuhan wirausaha | berbasis online TIK TIK belum maksimal
muda berbasis TIK belum begitu
berkembang
Transaksi  ekonomi  berbasis | Masyarakat dituntut untuk bisa | Sebagian besar masyarakat belum

Smart Branding digital belum begitu luas di | melakukan transaksi non tunai / | menggunakan transaksi cashless

masyarakat

cashless

Belum ada Pemetaan potensi
daerah  (pertanian,

UMKM,

pariwisata,
perikanan, Industri,

produk olahan) berbasis digital

Minat investor masuk ke Buleleng
semakin tinggi karena didukung
ketersediaan data potensi daerah

yang lengkap

Potensi Daerah belum terdigitalisasi
dan mudah diakses (data manual dan

parsial

Sumber : Bimbingan Teknis 1 Smart City Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisis gap (kesenjangan) Smart Branding difokuskan kepada peningkatan pengenalan sektor pariwisata yang belum berkembang. Pengenalan

sektor pariwisata tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional saja akan tetapi membutuhkan cara dengan pemanfaatan teknologi, saat ini
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Kabupaten Buleleng banyak wirausaha muda yang belum memaksimalkan teknologi sebagai sarana pengenalan untuk bisa bersaing secara luas, gap
ini akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Kemudian pada Smart Branding gerakan
kampanye tidak menggunakan uang kertas dalam bertransaksi juga masih minim maka perlu adanya peningkatan pengenalan dan sosialisasi kepada
masyarakat dampak dari transaksi tanpa uang kertas. Selanjutnya bahwa terdapat potensi parwisata yang belum tersentuh digitalisasi sehingga proses
pemasaran menjadi terhambat dan terkendala. Gap ini akan menjadi penanganan yang serius bagi dimensi Smart Branding dalam memperkenalkan

potensi-potensi Buleleng.

4.1.3. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Economy

Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Economy adalah sebuah gambaran dimana terdapat jarak kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Buleleng, untuk
saat ini rangkuman kondisi sekarang yang nanti nya akan diharapakan menjadi tren masa depan di Kabupten Buleleng dengan mengidentifikasi
kesenjangannya. Melalui identifikasi tersebut maka akan terlihat dimana terjadi sebuah kesenjangan pada Smart Economy sehingga nanti nya akan

dirumuskan formulasi-formulasi yang manjadi pengembangan Smart Economy.

KABUPATEN BULELENG 53

jdih.bulelengkab.go.id




BUKU 1

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN BULELENG

Tabel 4. 3 Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Economy

Dimensi Rangkuman Kondisi Saat Ini | Rangkuman Tren Masa Depan Identifikasi Gap/Kesenjangan

Masih  minimnya kemudahan | Kemudahan berinvestasi sangat | Meningkatkan kemudahan
berinvestasi di Kabupaten | penting untuk menunjang | berinvestasi
Buleleng pembangunan Smart Economy
Pengembangan kuantitas, kualitas | Kuantitas, kualitas produk | Mengembangkan  kuantitas  dan
produk pertanian, perkebunan, | pertanian, perkebunan, kehutanan | kualitas produk pertanian,
kehutanan dan perikanan di | dan perikanan dapat mendukung | perkebunan, kehutanan dan perikanan

Smart Economy Kabupaten = Buleleng  masih | pembangunan Smart Economy
menjadi issue
Belum  dilakukan  pendataan | Perlunya meningkatkan sebaran | Pendataan perlu dilakukan agar dapat

sebaran industry pengeolahan,
jumlah daya saing UMKM dan
koperasi di Kabupaten Buleleng

industry pengolahan
meningkatkan jumlah dan daya
saing UMKM  Meningkatkan

jumlah dan daya saing koperasi

menjadi pendukung bagi keputusan

pembangunan Smart Economy
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Lemahnya perlindungan sosial
dan pemberdayaan usaha ekonomi

bagi PMKS

Peningkatan perlindungan sosial
dan Pemberdayaan Usaha
Ekonomi bagi PMKS sangat
diperlukan

Lemahnya  perlindungan  sosial
pemberdayaan usaha ekonomi bagi
PMKS dapat menghambat

pembangunan Smart Economy

Sumber : Bimbingan Teknis 1 Smart City Kabupaten Buleleng 2023

Pada analysis gap (kesenjangan) Smart Economy difokuskan kepada meningkatkan daya saing invetasi di Buleleng untuk pendapatan daerah, dari

investasi nantinya akan menghasilkan peningkatkan PDB dan membuka lapangan pekerjaan. Tentu investasi yang diharapkan adalah investasi yang

berdampak sehingga dapat diperkirakan mana investasi yang memberikan solusi. Selain itu, pemanfaatan lahan Buleleng yang memiliki potensi

kekayaan alam baik dalam aspek pertanian,perkebunan,kehutanan dan perikanan perlu adnaya peningkatan sebab saat ini potensi tersebut masih

manjadi sebuah issue karena dampak nya yang belum optimal dirasakan oleh daerah dan lapisan masyarakat. Potensi-potensi yang dimiliki Buleleng

berbagai macam ragam nya sebagai salah satunya yaitu pertumbuhan UMKM yang meningkatkan, untuk saat ini OPD terkait terus mendata berapa

UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng yang nanti akan dibuatkan sebuah wadah untuk menaungi UMKM agar bisa berkembang sehingga

keberadaannya bisa keberlanjutan. Berangkat dari peningkatan UMKM maka perlu adanya perlindungan ekonomi dalam aspek sosial maka hal ini

menjadi perhatian yang sangat penting agar bisa seimbang antara kebutuhan dan pengeluaran.
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4.1.4. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Living

Analisis Gap (Kesenjangan) pada Smart Living merupakan sebuah kesenjangan permasalahan yang menghambat pengembangan Smart Living, untuk
rangkuman kondisi sekarang merupakan acuan dari tren masa depan yang menjadi sebuah harapan. Namun, sebelum masuk ke dalam tren masa
depan perlu adanya pengamatan identifikasi khusus kesenjangan. Identifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui dimana terdapat kesenjangan
yang menghambat pengembangan ataupun implementasi Smart Living sehingga nanti nya akan dibuat formula-formula untuk bisa memgembangkan

dimensi tersebut.

Tabel 4. 4 Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Living

Dimensi Rangkuman Kondisi Saat Ini | Rangkuman Tren Masa Depan Identifikasi Gap/Kesenjangan
Pelayanan  kesehatan  belum | Integrasi fasilitas kesehatan untuk | Masih adanya pelayanan kesehatan
optimal sesuai standar meningkatkan pelayanan | kurang memadai mulai dari alur
kesehatan birokasi dan sarana rumah sakit
Smart Living Jumlah dan Kompetensi tenaga | Pemerataan tenaga kesehatan | Sulitnya izin atau kompetensi yang
kesehatan masih terbatas dan | untuk menunjang  kebutuhan | dilakukan  calon nakes dalam
belum merata fasilitas kesehatan menerima tanggung jawab keluhan
kesehatan masyarakat
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Pengembangan Prasarana drainase
perkotaan (saluran drainase belum
mencakup seluruh wilayah di
Kabupaten dan masih bercampur

dengan air limbah)

Membuat pengelolaan air yang

tercemar menjadi ecofriendly

Tidak adanya pengolahan air limbah
baik limbah rumah tangga ataupun

industri

kondisi jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
diperlukan pemeliharaan berkala

agar statusnya menjadi baik

Pemeliharaan sarana penunjangan
mobilitas masyarakat agar terawat

dengan baik

Konstruksi yang kurang spesifikasi
salah satu faktor menjaga kualitas

bangunan

Sumber : Bimbingan Teknis 1 Smart City Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisis gap (kesenjangan) pada Smart Living difokuskan kepada upaya peningkatan pelayanan Kesehatan, sebab sekarang masih ada pelayanan

kesehatan yang belum memadai. Adapun faktornya adalah keterbatasan alat untuk pelayanan, keterbatasan rumah sakit, ketersediaan tenaga

Kesehatan dan sumber dana yang terbatas. Dari kesenjangan tersebut perlu adanya respon dan aksi dari pemerintah sehingga pelayanan Kesehatan

dapat terpenuhi secara maksimal. Selain itu, masih terdapat sulit nya dalam mendapatkan mandat untuk bisa melayani masyarakat. Sulitnya surat

izin yang dikeluarkan dikarenakan kompetensi dan birokrasi yang perlu menjadi perbaikan. Pemangkasan birokrasi mengenai surat izin harus adanya

reformasi sehingga calon tenaga Kesehatan dapat menerima mandate secara resmi dalam melayani masyarakat. Disisi lain, pada Smart Living juga

memperhatika pengelolaan limbah yang belum sempurna, pengelolaan yang masih minim dan tidak adanya pengetahuan dalam mengelolanya
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menjadi salah satu faktor lambatnya pengelolaan limbah. Untuk saat ini Kabupaten Buleleng potensi limbah terbesar yang bersumber dari sektor

pariwisata, industry dan limbah rumah tangga. Beranjak dari pembahasan tersebut bahwa Smart Living ini juga memperhatikan kualitas bangunan

atau konstruksi sebuah bangunan infrastruktur yang dimiliki oleh Buleleng. Bangunan infrastruktur harus berasakan jangka panjang, sebab

penggunaan nya adalah untuk keberlanjutan jangka panjang sehingga kualitas bangunan perlu ukuran yang sempurna dan efektif.

4.1.5. Analsis Gap (Kesenjangan) Smart Society

Analisis Gap (Kesenjangan) pada Smart Society merupakan sebuah bentuk gambaran dari kondisi saat ini yang nantinya akan diharapan menjadi

tren masa depan. Namun, sebelum masuk dalam tren masa depan terdapat identifikasi kesenjangan/gap untuk bisa mengetahui nya agar formula-

formula yang dibuat menjadi tepat dan efektif.

Tabel 4. 5 Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Society

Dimensi Rangkuman Kondisi Saat Ini | Rangkuman Tren Masa Depan Identifikasi Gap/Kesenjangan
Belum meratanya akses dan | Digitalisasi Pendidikan dengan tersedianya perangkat
Smart Society kualitas pendidikan perangkat dan platform | pemanfaatan teknologi
pembelajaran
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Belum meratanya pengetahuan
masyarakat tentang penggunaan
media sosial berbasis elektronik

dalam berinteraksi

Penggunaan media sosial berbasis
elektronik diharakan lebih intens

digunakan

Belum meratanya media sosial

berbasis elektronik

Pemahaman masyarakat tentang
proses perlindungan dan jaminan

sosial masih kurang

Dengan adanya inovasi aplikasi
Puskesos diharapkan masyarakat
dapat memperoleh informasi data
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) serta
alur  pelayanan di  bidang

perlindungan dan jaminan sosial

Belum maksimalnya pemahaman
masyarakat tentang proses
perlindungan dan jaminan sosial

masih kurang

Dalam pelaksanaan keamanan dan
kenyaman masyarakat masih
menggunakan pola lama yang
tidak efektif seperti Penggunaan

Pos Kamling dan Patroli Keliling

Penggunaan teknologi yang lebih
bersaing untuk pengawasan dan
peningkatan keamanan  seprti
penggunaan CCTV di lingkungan

masyarakat

Belum maksimalnya penggunaan
CCTV dalam meningkatkan

keamanan dan kenyamanan

Sumber : Bimbingan Teknis 1 Smart City Kabupaten Buleleng 2023
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Pada analisis gap (kesenjangan) pada Smart Society difokuskan kepada peningkatakan kualitas pendidikan yang masih rendah hal ini bisa dilihat
dari keterjangkauan akses internet yang belum tersalurkan pada setiap sekolah-sekolah disetiap daerah sehingga menjadi penghambar dalam proses
pembelajaran. Perlua adanya pemerataan akses teknologi untuk kebutuhan pendidikan dikarenakan mengacu kepada perkembangan zaman yang
semakin berkembang pesat. Selain itu, Smart Society juga memperhatikan perlu adanya jaminan sosial dan perlindungan bagi masyarakat. Minimnya
perlindungan dan jaminan tersebut jadi kesenjangan pada Smart Society dalam mengembangkan dan mengimplementasi. Memaksimalkan kedua
aspek tersebut perlu dibuat formulasi program atau kebijakan untuk bisa menjawab kendala yang sudah menjadi potensi kelemahan di Smart Society.
Kemudian, tidak nya hanya berbicara masalah perlindungan dan jaminan sosial namun menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu
diperhatikan, maka disetiap sudut daerah Kabupaten Buleleng yang berpotensi konflik diperlukan pengadaan CCTV secara aktif, dari pengawasan

virtual tersebut dapat termonitoring pergerakan masyarakat untuk bisa menjegah konflik di lingkunga.

4.1.6. Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Environment

Analisis Gap (Kesenjangan) pada Smart Environment merupakan sebuah bentuk gambaran dengan melihat kondisi sekarang dan nantinya akan
diharapankan menjadi sebuah tren masa depan. Akan tetapi, sebelum masuk dalam harapan masa depan perlu adanya identifikasi kesenjangan pada
Smart Environment dengan melihat kondisi-kondisi yang ada maka akan menghasilkan sebuah solusi yang berwujud kebijakan,program ataupun
sebuah bentuk fisik yang bisa menjawab solusi permasalahan
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Tabel 4. 6 Analisis Gap (Kesenjangan) Smart Environment

Dimensi Rangkuman Kondisi Saat Ini | Rangkuman Tren Masa Depan Identifikasi Gap/Kesenjangan
Bencana menjadi issue penting | Peningkatan mitigasi bencana | Mitigasi bencana dan penanganan
dan memiliki dampak terhadap | daerah dan penanganan bencana | bencana menjadi masalah krusial dan
lingkungan standar penanganan setiap bencana di
daerah, sehingga perlu segera dimiliki
oleh Kabupaten Buleleng
Tutupan vegetasi perkotaan dan | Peningkatan tutupan vegetasi pada | Tutupan vegetasi perkotaan dan lahan
Smart Environment lahan kritis dapat menjadi potensi | perkotaan dan lahan kritis kritis dapat menjadi potensi gangguan

gangguan lingkungan yang serius

lingkungan yang serius sehingga perlu

peningkatan
Sampah menjadi masalah yang | Peningkatan  kualitas  kinerja | Pengolahan sampah dan peningkatan
sangat penting untuk di atasi dan | Persampahan kinerja persampahan perlu segera
dikelola oleh Kabuapaten ditindaklanjuti dengan baik, sampah
Buleleng sirkular ekonomi perlu segera di
praktekan, untuk keberlangsungan
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lingkungan  yang  sehat  untuk

masyarakat Kabupaten Buleleng

Sumber : Bimbingan Teknis 1 Smart City Kabupaten Buleleng 2023

Pada analisi gap (Kesenjangan) Smart Envinronment difokuskan kepada edukasi kebencanaan kepada masyarakat tentang potensi-potensi bencana
di Kabupaten Buleleng. Sebab Buleleng yang memilki garis pantai yang cukup luas menjadi potensi bencana alam yang dapat mengancam
keselamatan masyarakat, maka perlu adanya proses pembelajaran mitigasi bencana agar mengetahui penanganan ketika terjadi bencana alam. Selain
itu, tata kelola ruang terbuka hijau yang menggerus vegetasi lahan hijau diperkotaan yang saat ini sangat minim sekali, gangguan serius yang sudah
dirasakan pada masyarakat maka perlu adanya pembenahaan sehingga vegetasi dapat berfungsi dengan baik. Kemudian dalam proses pengelolaan
sampah masih belum adanya sebuah inovasi untuk mengelolanya. Sebuah inovasi sangat perlukan untuk bisa menghasilkan energi dengan bahan

baku dasar nya yaitu sampah yang tersedia di Kabupate Buleleng.
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4.2. Analisis SWOT

Dalam mengembangkan kota yang berbasis Smart City tentu harus memerlukan metode dalam
mengidentifikasi langkah taktis dan strategis untuk mencapai sebuah program. Dengan
mengidentifikasi dan menentukan strategis itulah, analisis SWOT digunakan untuk
mendapatkan peta jalan awal bergerak menuju Smart City. Jika dilihat analisis SWOT dibagi
menjadi empat metode untuk mengevaluasi yaitu aspek kekuatan (strenghs), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (treats) dalam satu program kerja atau
proyek Informasi hasil analisis SWOT akan dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam
mempertajam rumusan misi, dasar perumusan tujuan yang rasional dan menjadi acuan dalam
menyusun strategi serta rencana kegiatan yang dilakukan. Dalam kerangka Renstra
setelah Visi dan Misi, kegiatan berikutnya yang dilakukan analisis lingkungan Internal
dan Eksternal. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perumusan tujuan, sasaran yang rasional,

penyusunan strategi, program dan kegiatan yang tepat dilakukan.

4.2.1. Analisis SWOT Smart Governance

Pada analisis SWOT Smart Governance di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan bahwa terlihat
beberapa kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman. Pemetaan yang sudah
dirumuskan menjadi difokuskan melalui pengembangan pengembangan kompetensi para
pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian peningkatan kecepatan informasi untuk
masyarakat agar mendapatkan informasi yang optimal. Dari kedua tersebut melihat
permasalahan yang sudah ada dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Untuk lebih detail

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 7 SWOT Smart Governance

Kekuatan Kelemahan
1. Persentase rentang usia pegawai 1. Hanya memiliki 52 ASN dengan latar
berusia 25 -40 tahun terhadap pendidikan bidang T
jumlah pegawai cukup tinggi 2. Kemampuan keuangan daerah yang belum
(40’5%) mencukupl

3. Aplikasi dari masing-masing perangkat

2. Ketersediaan jaringan broadband daerah belum terintegrasi

access terhadap jumlah kantor
pemerintahan 100%
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3. Jaringan internet (wifi) sudah
tersedia 326 titik tersebar di
wilayah desa adat

Peluang Ancaman
1. Kesempatan pengembangan 1. Meningkatnya harga perangkat teknologi
kompetensi pegawai dari waktu ke waktu _
2. Tingginya animo masyarakat akan 2. Sebagian masyarakat belum memghaml
kebutuhan informasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi

pelayanan publik terutama masyarakat di
atas usia produktif

Sumber: Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat analisis SWOT diatas pada Smart Governance bahwa terdapat kelemahan yang
masih perlu menjadi perhatian yaitu belum terintegrasinya secara optimal perangkat-perangkat
daerah yang menghambat pelayanan. Maka dalam proses pengintegrasian tentunya
membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, untuk saat ini Kabupaten Buleleng masih
memiliki kekurangan biayan untuk menunjang akses tersebut, padahal jika dilihat kebutuhan
nya bahwa integrasi perangkat tersebut sangat penting karena untuk pelayanan sehingga
pelayanan-pelayanan saat ini bersumber pada pelayanan online yang dapat memudahkan

masyarakat sehingga optimal dan efisien.

4.2.2. Analisis SWOT Smart Branding

Pada analisis SWOT Smart Branding di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan bahwa terdapat
kekuatan,kelemahan dan peluang serta ancaman. Hal ini terdapat beberapa kondisi yang terjadi
di Kabupaten Buleleng yang menjadi fokus untuk peningkatan Smart Branding yaitu
peningkatan sektor pariwisata Buleleng untuk lebih dikenalkan kepada para wisatawan agar
meningkatkan pendapatan daerah. Dengan memperkenalkan sektor pariwisata diharapkan
mampu mengangkatkan kearifan lokal Buleleng melalui wisata dan budaya. Untuk lebih detail

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 8 SWOT Smart Branding

Kekuatan Kelemahan
1. Adanya komitmen pimpinan; 1. Rendahnya koordinasi dan kolaborasi antar
2. Adanya sarana dan prasarana yang Perangkat Daerah;
mendukung; 2. Smart City belum dituangkan dalam RPD;
3. Tersedianya sarana prasarana IT; 3. Aspek pendanaan masih terbatas; _
4. Bonus demografi yang mendukung; 4. T_erbatasnya SDM yang berkompeten di
5. Adanya regulasi terkait Inovasi bidangnya;
Daerah;
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6. Adanya Struktur dan Tata Kerja 5. Kurangnya keperdulian dan rasa memiliki di
Organisasi yang mendukung masyarakat;
implementasi Smart City; 6. Belum tersedianya masterplan

7. Sumber Daya Alam dan Sumber pengembangan TIK Kabupaten Buleleng;

7. Belum adanya regulasi yang mengatur
keamanan sistem aplikasi;

8. Kurang maksimalnya promosi terkait Brand
Buleleng sebagai Kota Pendidikan.

Daya Manusia yang mendukung.

Peluang Ancaman
1. Buleleng memiliki destinasi yang 1. Adanya gangguan yang mengancam
nyegara gunung; ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya,
2. Buleleng memiliki kawasan pertahanan keamanan dan agama;
budidaya rumput laut yang 2. Adanya gangguan peretas sistem;

3. Adanya daya saing branding dengan

berpotensi menciptakan lapangan Kabupaten lain

kerja,;

3. Buleleng memiliki destinasi atraksi
wisata lumba-lumba di laut lepas;

4. Buleleng sebagai kota pendidikan
karena terdapat taman pendidikan
digital;

5. Buleleng sudah memiliki gedung
Command Center;

6. Buleleng memiliki potensi ecraft
yang besar;

7. Buleleng memiliki tradisi budaya
dan kuliner yang unik

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel SWOT pada Smart Branding bahwa masih minimnya antara
stakeholder daerah dalam berkoordinasi untuk upaya peningkatan integrasi pariwisata, masih
belum maksimalnya pemanfaatan kearifan lokal yang seharusnya menjadi fokus perhatian
penting. Sebab Kabupaten Buleleng memiliki ciri khas yaitu karakter budaya yang sangat
kental sehingga potensi nya bisa di angkat untuk menarik para wisatawan baik dalam negeri
ataupun luar negeri. Kemudian dalam tabel tersebut ketersediaan anggaran masih sangat minim
sekali pengalokasian nya sehingga menghambat upaya memperkenalkan Buleleng sebagai kota
Budaya kepada masyarakat luas, kemudian selanjutnya masih minimnya kesadaran masyarakat
yang belum memprioritaskan sektor pariwisata, masih minimnya perangkat lunak yang
mewadahi sektor pariwisata sehingga branding nya masih sangat kurang
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4.2.3. Analisis SWOT Smart Economy

Pada analisis SWOT Smart Economy di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan bahwa terdapat
pemetaan mulai dari kekuatan, kelemahan dan pelaung serta ancaman. Dalam hal ini Smart
Economy mengangkat sektor ekonomi UMKM dan pemanfaatan kearifan berbasis lokal untuk
bisa meningkatkan kesejahteraan. Berangkat dari hal itu pemerintah daerah akan berupaya
mendigitalisasi UMKM untuk bisa lebih dikenal banyak sektor tidak hanya dilingkup daerah
Buleleng akan tetapi diluar Buleleng menjadi trobosan yang perlu dikembangkan. Untuk lebih

detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 9 SWOT Smart Economy

Kekuatan Kelemahan

1. Keberadaan UMKM lokal di 1. Akses internet masih belum maksimal dan
Buleleng mendominasi dimasyarakat merata

2. Pasar tradisional masih menjad| 2. Banyak SDM masih belum terampil dalam
pusat tujuan berbelanja masyarakat penggunaan TIK _

3. Pemerintah mendukung 3. T|r|19kat pendapalian ma_s.yarakat n;]asm
pengembangan umkm lokal Egbl;r\?vgsrata (ekonomi menenga

4. PoFenS| wisata lokal yang l_JngguI 4. Edukasi penggunaan cashless masih rendah
(wisata lumba-lumba & wisata dan belum maksimal
menjangan) 5. Pendataan potensi daerah belum terintegrasi

dengan baik (data manual dan parsial)
Peluang Ancaman

1. Perkembangan Era Industri 5.0 1. Basis teknologi masih akan terus

2. Pemanfaatan Perdagangan berbasis berkembang
digital 2. Minat menggunakan transaksi tunai masih

3. Pemetaan Potensi Daerah berbasis tingg _ _
digital 3. Kurangnya lembaga riset yang terllbat_

4. Jalur Perdagangan lintas provinsi g?(_!]?tr;]l pemetaan potensi daerah berbasis

5. Potensi Pariwisata berbasis 4. Perubahan Gaya Hidup masyarakat
pemberdayaan masyarakat

6. Potensi pertanian (dalam arti luas)
yang unggul

Sumber : Bimbingan Teknis Tahap 1 Kabupaten Buleleng 2023

Jika dilihat dalam tabel SWOT pada Smart Economy bahwa masih minimnya peluang lapangan
pekerjaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakt, misih minimnya sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi sehingga tidak memiliki keterampilan untuk daya jualnya,
sektor kemiskinan yang masih menjadi perhatian karena dari segi persentase masih belum
adanya peningkatan yang signifikan, akses internet yang belum merata di pelosok daerah

sehingga menyulitkan roda perekonomian
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4.2.4. Analisis SWOT Smar